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Hidayat Pratama Putra (B111 010 373), Tinjauan Hukum Audit Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap PT. 
Indosat Tbk. (Analisis Putusan PTUN. No. 231/G/2012/PTUN-JKT) 
dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi dan Ruslan Hambali. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPKP dalam 
mengaudit PT Indosat. serta untuk mengetahui akibat hukum dari putusan 
PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT terhadap penggunaan Audit BPKP 
sebagai alat bukti. 
Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan melalui data-data yang 
berkaitan dan buku-buku serta peraturan terkait yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) 
BPKP tidak berwenang secara hukum untuk melakukan audit investigatif 
terhadap PT. Indosat.  BPKP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat 
dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat 
perbuatan melawan hukum. Selain itu, BPKP sebagai instrumen sistem 
pengendalian intern pemerintah, tidak punya wewenang dalam mengaudit 
badan di luar pemerintahan dalam hal ini PT. Indosat. Lembaga yang 
seharusnya berwenang melakukan audit investigatif kepada PT. Indosat 
adalah BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. 2) Putusan 
PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT berakibat pada tidak lagi 
diperbolehkannya penggunaan audit BPKP sebagai alat bukti pada 
pengadilan Tipikor. Putusan PTUN tersebut mengakibatkan audit BPKP 
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik. Sehingga 
setelah dilakukan pencabutan oleh BPKP dalam rangka pelaksanaan 
putusan, maka audit BPKP dianggap tidak ada lagi dan tidak lagi 
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A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, 
ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia 
khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan 
(welfare state)1. Konsep negara kesejahteraan mempunyai ciri utama 
yaitu munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum bagi warganya. Konsekuensi logis dari 
penerapan konsep ini adalah pekerjaan administrasi negara yang 
makin luas. 
Sebagai sebuah mesin penggerak negara, administrasi negara 
tidak dapat menjalankan dirinya sendiri. Dibutuhkan suatu bahan bakar 
bagi mesin tersebut agar mampu menjalankan kegiatan 
penyelenggaraan negara. Bahan bakar utamanya adalah keuangan 
negara. 
Keuangan negara merupakan salah satu aspek terpenting bagi 
berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan negara. Keuangan negara 
dibutuhkan agar penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara 
terus-menerus demi tercapainya tujuan negara yang dicita-citakan. 
Keuangan negara akan menjadi sumber pembiayaan kegiatan 
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penyelenggaraan negara tersebut. Keuangan negara sangat 
memegang peranan penting dalam terselenggaranya fungsi negara 
termasuk di Indonesia.  
Indonesia sebagai sebuah negara hukum mempunyai fungsi 
untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Fungsi tersebut 
termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Fungsi 
utama negara tersebut yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan 
umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Ikut melaksanakan 
ketertiban  dunia. 
Dengan adanya fungsi itu, maka administrasi harus berusaha 
melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi 
tersebut. Maka negara juga harus mengatur sumber pembiayaan agar 
segala aktivitas yang berkaitan dengan fungsi negara dapat berjalan 
secara maksimal. Oleh karena itu Indonesia menyusun seperangkat 
peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan negara yang 
kemudian dikenal dengan istilah hukum keuangan negara. 
Hukum keuangan negara di Indonesia telah disusun secara 
jelas agar pelaksanaan keuangan negara dapat mencapai tujuan 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum keuangan 
negara mempunyai sumber hukum yang jelas yaitu terdapat dalam 
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Pasal 23-23E UUD NRI 1945. Kemudian peraturannya dijabarkan 
secara konkret melalui berbagai peraturan perundang-undangan.  
Hukum keuangan negara dijabarkan secara rinci dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di bidang keuangan 
negara. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut 
maka diharapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan negara 
dapat terarah serta tidak menimbulkan permasalahan. Namun 
demikian, masih saja terjadi berbagai permasalahan terkait penegakan 
hukum di bidang keuangan negara. Permasalahan yang banyak 
muncul terutama terkait dengan upaya pencegahan kerugian negara.  
Salah satu permasalahan yang terjadi terkait tumpang tindih 
kaidah-kaidah hukum terutama dalam rangka penyelesaian masalah 
kerugian negara. Hal ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 
Terkadang tindak pidana korupsi sering bertabrakan dengan tindak 
pidana khusus di bidang penerimaan negara, misalnya antara tindak 
pidana korupsi dengan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana 
korupsi dengan tindak pidana terkait penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP). Bahkan tumpang tindih juga sering terjadi dalam menentukan 
penyelesaian masalah kerugian negara melalui jalur pidana atau jalur 
administrasi. 
Salah satu kasus terkait hal di atas adalah kasus korupsi yang 
PT. Indosat dan PT IM2. Kasus ini merupakan salah satu contoh 
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penerapan aturan tindak pidana korupsi dalam hal PNBP. Kasus ini 
melibatkan beberapa tersangka di antaranya Indar Atmanto sebagai 
mantan direktur PT. Indosat, serta beberapa tersangka lain termasuk 
kedua korporasi tersebut.  
Masalah ini bermula dari terjadinya dugaan perjanjian kerja 
sama penggunaan  Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga 
(3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang 
menyalahi prosedur hukum dan merugikan keuangan negara.  Hal ini 
disebabkan kedua perusahaan tersebut dianggap telah melakukan 
penggunaan secara bersama Jaringan Frekuensi Radio 2,1 
GHZ/Generasi Tiga (3G). Praktik ini kemudian dianggap merugikan 
kerugian negara sebab pihak IM2 yang dianggap menggunakan 
secara bersama spektrum frekuensi tersebut seharusnya membayar 
PNBP terkait dengan penggunaan Jaringan Frekuesi Radio tersebut.   
Kasus ini kemudian ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta 
serta Kejaksaan Agung dan dibawa ke Pengadilan Tipikor Jakarta 
dengan melibatkan beberapa tersangka. Dalam kasus ini, pihak PT. 
Indosat dan PT. IM2 menganggap bahwa tidak ada yang salah dari 
pelaksanaan kerja sama tersebut. Kalaupun ada permasalahan maka 
harus diselesaikan dengan mengikuti ketentuan dalam UU No. 20 
tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Sementara jaksa mendakwakan bahwa kasus ini merupakan kasus 
korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 
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sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini merupakan salah 
satu dari beberapa contoh kasus yang menunjukkan adanya tumpang 
tindih terkait penegakan hukum keuangan negara. Masih banyak lagi 
masalah hukum keuangan negara yang muncul belakangan ini.  
Di dalam kasus Indosat juga terdapat masalah hukum keuangan 
negara yang sangat sering terjadi yaitu terkait dengan pelaksanaan 
pengawasan keuangan negara. Permasalahan itu adalah audit Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap PT. 
Indosat untuk menghitung jumlah kerugian negara. Dalam kasus ini, 
untuk mengetahui terjadi kerugian negara atau tidak, maka kejaksaan 
berkoordinasi dengan auditor yang mampu menghitungnya yang 
dalam hal ini adalah BPKP. Audit BPKP yang dilakukan terhadap PT. 
Indosat terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi 
dianggap sebagai salah satu kesalahan dalam penegakan hukum 
keuangan negara yang berkaitan dengan pengawasan. 
Penunjukan BPKP sebagai auditor dalam menghitung kerugian 
negara dalam kasus korupsi bukan hal yang tanpa alasan. Hal tersebut 
sudah sering dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pembuktian 
beberapa kasus korupsi misalnya kasus korupsi seperti kasus korupsi 
oleh Martias2, kasus Korupsi oleh Atto Sakmiwata Sampetoding3, dan 
                                                          
2
 Dapat dibaca di O.C. Kaligis, Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, BPK vs 
BPKP (Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2013)  hal. 251. 
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masih banyak lagi4. Ini menunjukkan bahwa permohonan kejaksaan 
untuk melaksanakan audit investigatif dalam rangka penghitungan 
kerugian keuangan negara kepada BPKP merupakan hal yang biasa 
terjadi. Namun hal yang sudah biasa terjadi tersebut benar di mata 
hukum. 
Jika dikaji dari segi yuridis, maka akan ditemukan beberapa 
kerancuan terkait dengan audit BPKP tersebut, terutama dalam kasus 
Indosat ini. Kerancuan tersebut banyak berkaitan dengan kewenangan 
BPKP terkait audit terhadap PT Indosat. Menurut beberapa pakar 
hukum bahwa kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan 
negara hanya dimiliki oleh BPK berdasarkan UU no. 15 Tahun 2006 
tentang BPK. Selain itu BPKP juga dianggap melampaui 
kewenangannya dengan menyatakan dalam audit bahwa perjanjian 
antara PT Indosat dengan PT IM2 adalah menyalahi prosedur hukum 
yang berlaku. 
Menurut pendapat beberapa pakar hukum bahwa BPKP tidak 
mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian negara 
setelah disahkannya UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK).  Sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 53 
Keppres No. 103 Tahun 2001, bahwa tidak ada satu pun ditemukan 
kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara. 
                                                                                                                                                               
3
 Sidang Korupsi Nikel, Ahli Hukum Keuangan Negara Mentahkan Dakwaan 
Jaksa, http://www.beritakendari.com/sidang-korupsi-nikel-ahli-hukum-keuangan-negara-
mentahkan-dakwaan-jaksa.html, diakses tanggal 9 Desember 2013.  
4
 Beberapa contoh terkait dapat dibaca dalam buku Oche Kaligis, Op.Cit. 
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Sementara dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK 
dinyatakan jelas bahwa “BPK merupakan satu lembaga negara yang 
bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara”. Sehingga kewenangan menghitung kerugian 
negara dianggap ada pada BPK bukan pada BPKP 
Selain itu, BPK merupakan lembaga yang secara konstitusional 
mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Hal ini didasarkan pada pasal 23 E 
UUD NRI 1945. Sedangkan BPKP merupakan lembaga yang dibentuk 
berdasarkan Keppres dan kewenangannya diatur melalui Keppres 
Keppres No. 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PPSPIP). 
Sehingga BPK merupakan lembaga yang lebih berwenang apabila 
terjadi tabrakan kewenangan antara keduanya. Hal ini merujuk pada 
teori stuffenbau5 dan asas lex superior derogate lege inferior 
Alasan lain yang membuat audit BPKP dianggap rancu adalah 
BPKP sebagai salah satu instrumen dalam sistem pengendalian intern 
pemerintah melakukan audit investigatif terhadap badan swasta. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 bahwa 
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang 
                                                          
5 Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang 
menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah 
berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma 
hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus 
berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). 
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bertanggung jawab kepada presiden. Sementara sudah jelas bahwa 
PT. Indosat adalah badan hukum swasta yang tidak termasuk dalam 
bagian intern pemerintah. Sehingga BPKP dianggap tidak berwenang 
melakukan audit investigatif terhadap PT Indosat  
Atas dasar kerancuan tersebut, Mantan Dirut PT. Indosat Indar 
Atmanto mengajukan gugatan terhadap Deputi Kepala BPKP bidang 
investigasi dan Tim BPKP Penerbit Laporan Hasil Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). Obyek gugatan tersebut adalah Surat Deputi Kepala 
BPKP bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 serta LHPKKN 
tanggal 31 Oktober 2012. Gugatan ini juga melibatkan PT Indosat dan 
PT IM2 sebagai korporasi yang juga dirugikan yang kemudian menjadi 
Penggugat intervensi. Gugatan ini kemudian dimenangkan oleh 
penggugat. Pada sidang putusan Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT 
tanggal 1 Mei 2013 Majelis Hakim PTUN menyatakan bahwa kedua 
objek gugatan tersebut tidak sah sehingga harus dicabut. 
Setelah keputusan TUN tersebut tidak sah maka konsekuensi 
logis yang seharusnya terjadi adalah objek gugatan tidak lagi dapat 
digunakan sebagai alat bukti. Dengan dinyatakan tidak sah oleh PTUN 
maka keputusan TUN tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 
sebagaimana akta otentik. Sehingga yang terjadi adalah alat bukti 
yang digunakan di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi tersebut 
tidak lagi digunakan. Namun yang terjadi bahwa sampai dengan 
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putusan Banding, hasil audit tersebut tetap digunakan untuk 
mendalilkan adanya  potensi kerugian. Angka Rp 1.358.343.346.674,-  
(satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh 
tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh 
empat rupiah) tetap digunakan dalam dakwaan oleh Kejaksaan. 
Hal tersebut tentu saja membuat banyak pihak bingung. 
Kebingungan tersebut muncul perihal tetap digunakannya hasil audit 
yang telah nyata-nyata tidak sah dan tidak mempunyai lagi kekuatan 
hukum. Adanya unsur dapat merugikan keuangan negara dalam 
ketentuan korupsi memaksa adanya alat bukti yang mampu 
menunjukkan adanya kerugian atau potensi kerugian negara tersebut. 
Oleh karenanya dalam kasus ini, audit BPKP tersebut adalah 
merupakan alat bukti kunci yang digunakan untuk mendakwakan 
terdakwa. Akan tetapi kemudian bahwa alat bukti tersebut dicabut dan 
tidak lagi digunakan, namun hasil audit tetap digunakan sebagai dalil 
untuk mendakwa terdakwa. 
Konsekuensi dari putusan PTUN bahwa keputusan TUN yang 
dikeluarkan oleh BPKP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi 
sebagai akta otentik sebab telah dinyatakan tidak sah dan harus 
dicabut. Dengan digunakannya hasil audit BPKP tersebut dalam 
dakwaan membuat prasangka bahwa dimungkinkannya digunakan 
fakta hukum yang ada  dalam suatu keputusan yang tidak sah. Hal ini 
tentu saja menjadi sebuah kerancuan yang perlu dijawab. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebenarnya audit 
BPKP terhadap PT Indosat terkait penghitungan kerugian keuangan 
negara perlu diteliti kembali dengan menggunakan tinjauan hukum 
keuangan negara. Hal ini penting agar kepastian hukum terkait dengan 
pengawasan keuangan negara dapat terwujud dan agar BPKP dapat 
berjalan sesuai dengan rel perundang-undangan yang berlaku. Selain 
itu perlu ditinjau kembali terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari 
putusan PTUN yang kemudian menyatakan tidak sahnya audit BPKP 
terhadap PT Indosat yang merupakan alat bukti dalam perkara korupsi 
DIrut PT Indosat. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan dilatarbelakangi oleh uraian di atas  maka penulis dapat 
merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Kewenangan BPKP dalam mengaudit PT Indosat? 
2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan PTUN Nomor 
231/G/2012/PTUN-JKT terhadap penggunaan Audit BPKP sebagai 
alat bukti? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 




2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan PTUN Nomor 
231/G/2012/PTUN-JKT terhadap penggunaan Audit BPKP sebagai 
alat bukti. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Teoritis 
a. Dapat menjadi masukan dan referensi di bidang ilmu hukum 
terkait hukum keuangan negara terutama yang berkaitan 
dengan pengawasan keuangan negara. 
2. Praktis 
a. Dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah guna 
mewujudkan kepastian hukum terkait pengawasan keuangan 
negara 
b. Dapat menjadi masukan dan referensi bagi penegak hukum dan 
lembaga-lembaga negara dalam rangka penegakan hukum 
yang berkaitan dengan keuangan negara. 
c. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 
berwenang atau tidaknya BPKP dalam mengaudit PT Indosat. 
d. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 







A. Hukum Keuangan Negara 
1. Pengertian 
Hukum Keuangan negara merupakan suatu instrumen 
yuridis yang digunakan untuk mengatur pengelolaan keuangan 
negara di Indonesia. Oleh karena itu hukum keuangan negara 
menjadi penting untuk diketahui dalam rangka pelaksanaan 
keuangan negara di Indonesia. Terlebih dahulu yang perlu 
diketahui sebagai dasar pemahaman yuridis adalah definisi dari 
hukum keuangan itu sendiri. 
Definisi hukum keuangan negara sangat sulit ditemukan 
dalam berbagai literatur hukum keuangan negara di Indonesia. Hal 
ini dikarenakan kebanyakan literatur tersebut tidak mengemukakan 
pengertian hukum keuangan negara tetapi hanya membahas 
pengertian keuangan negara. Selain itu sangat sedikit pakar hukum 
yang mencoba menarik definisi hukum keuangan negara. 
Menurut Muh. Djafar Saidi6, hukum keuangan negara 
adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang 
                                                          
6
 Muhammad Djafar saidi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hal. 2. 
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dan barang yang dikuasai oleh negara terkait pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut 
2. Landasan Hukum Keuangan Negara 
Keuangan negara selalu berkaitan dengan pembiayaan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dalam 
mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud, tertera 
di dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga 
dalam mewujudkan keuangan negara dalam rangka pembiayaan 
tujuan negara maka keuangan negara diatur dalam UUD NRI 1945. 
Adapun Pasal-Pasal di dalam UUD NRI 1945 yang menjadi 
sumber hukum pelaksanaan keuangan negara di Indonesia yaitu: 
Pasal 23 
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka 




(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 
Pasal 23A 
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang. 
Pasal 23B 
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang. 
Pasal 23C 
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
undang. 
Pasal 23D 
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 





(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan mandiri. 
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya. 
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. 
Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan norma dasar yang 
masih bersifat abstrak. Ketentuan yang rinci dituangkan dalam UU 
yang terkait. Adapun UU yang berkaitan dengan keuangan negara 
di antaranya: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (UUKN); 
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ; 
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 




d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (UUBPK); 
f. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(UUAPBN) yang ditetapkan setiap tahun. Namun apabila ditolak 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka yang digunakan adalah 
UUAPBN pada tahun sebelumnya. 
3. Pengertian Keuangan Negara 
Keuangan negara merupakan salah satu produk dari 
terbentuknya suatu negara hukum, Oleh karena itu pengertian 
keuangan negara selalu mengacu pada peraturan perundang-
undangan. Namun sebelum melihat pengertian keuangan negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu dapat 
dilihat pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai 
berikut: 
b. Menurut M. Ichwan7 keuangan negara adalah rencana kegiatan 
secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan 
dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa 
mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. 
                                                          
7
 Dalam W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Grasindo, 
2006), hal. 1. 
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c. Menurut Geodhart8  keuangan negara merupakan keseluruhan 
undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang 
memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan 
pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat 
pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran. 
Unsur-unsur keuangan negara menurut geodhart meliputi: 
 Periodik, 
 Pemerintah sebagai pelaksana anggaran, 
 Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang , yaitu 
wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali 
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran yang bersangkutan, 
 Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-
undang. 
d. Menurut M. Subagio9 keuangan negara terdiri atas hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian 
pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban itu. Hak negara meliputi hak menciptakan 
uang, hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan, hak 
                                                          
8
 Dalam Ibid. 
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meminjam, dan hak memaksa. Kewajiban negara meliputi 
menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, 
dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga. 
e. Harjono Sumosudirjo10, mengemukakan bahwa keuangan 
negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang , demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara, 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.. 
Sebagai negara hukum, keuangan negara menjadi salah 
satu hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 
Indonesia. Oleh karenanya pengertian keuangan negara di 
Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang hal tersebut. Pengertian keuangan negara 
dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (UUKN) sebagai payung hukum keuangan negara di 
Indonesia. Pasal 1 angka 1 UUKN menyatakan Keuangan Negara 
adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
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 Haryono Sumosudirjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia (Bina Jasa, 
1983), hal. 50. 
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Menurut M. Djafar Saidi, pengertian keuangan negara dalam 
Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau 
dalam arti luas maupun arti sempit. Keuangan negara dalam arti 
luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam 
anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti 
sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum 
dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.11  
Penentuan keberadaan keuangan dalam arti luas didasarkan  
pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian 
keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum 
UUKN adalah sebagai berikut: 
a. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara 
meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang 
fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  
b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara 
meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang 
                                                          
11
 Muhammad Djafar saidi, Op.Cit., hal 11. 
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dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan 
lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.  
c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh 
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek 
sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan 
dan pengambilan keputusan sampai dengan 
pertanggungjawaban.  
d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, 
kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan 
pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di 
atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 
4. Ruang Lingkup Keuangan Negara 
Setelah mengetahui pengertian keuangan negara, maka hal 
yang penting juga untuk dipahami adalah ruang lingkup keuangan 
negara. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam memahami obyek dari keuangan negara. Adapun ruang 
lingkup keuangan negara di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 
UUKN yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi: 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
21 
 
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 
ketiga; 
c. Penerimaan Negara; 
d. Pengeluaran Negara; 
e. Penerimaan Daerah; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ 
perusahaan daerah; 
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum; 
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah. 
Di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan 
terkait pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Di dalam 
penjelasan umum UU tersebut dinyatakan bahwa keuangan negara 
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 
22 
 
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya 
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban 
yang timbul karena: 
b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah; 
c. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan 
negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian 
negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 






5. Sumber Keuangan Negara. 
Sumber keuangan negara dapat dikelompokkan sebagai 
berikut:12 
a. Pajak negara yang terdiri dari 
 Pajak penghasilan; 
 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa; 
 Pajak penjualan atas barang mewah; 
 Bea materai. 
b. Bea dan cukai yang terdiri dari: 
 Bea masuk; 
 Cukai gula; 
 Cukai tembakau. 
c. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari: 
 Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana 
pemerintah; 
 Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 
 Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara 
yang dipisahkan; 
                                                          
12
 Muhammad Djafar Saidi, Ibid., hal. 19-20. 
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 Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah 
 Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang 
berasal dari pengenaan denda administrasi. 
 Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang 
tersendiri 
B. Pengawasan Keuangan Negara 
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan. 
Pengawasan merupakan salah satu instrumen dalam 
pengendalian keuangan negara.  Untuk memahami pengertian 
pengawasan maka Syafiie13 mengumpulkan pengertian 
pengawasan menurut beberapa ahli berikut ini: 
a. Lyndal F. Urwick menyatakan bahwa pengawasan adalah agar 
sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. 
b. Sondang Siagian mengemukakan  bahwa pengawasan adalah 
proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
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c. Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan 
sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu 
standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan 
dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 
standar. 
d. Menurut Stephen Robein, Pengawasan dapat didefinisikan 
sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk 
menjamin jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai 
secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya 
dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling 
berhubungan. 
Selain pengertian pengawasan, perlu juga diketahui jenis-
jenis pengawasan. Fachruddin14 mengklasifikasikan pengawasan 
seperti berikut ini: 
a. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan 
yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol 
intern (internal control) dan kontrol ekstern (external control).  
1) Kontrol intern (internal control) adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural 
adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan 
                                                          
14
 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 
Pemerintah (Jakarta: Penerbit Alumni, 2004), hal. 92-93. 
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pemerintah.Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. 
Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan sebagai jenis 
kontrol teknis-administratif atau built-in control, 
2) Kontrol Ekstern (external control) adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi 
berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, 
kontrol yang dilakukan secara langsung seperti kontrol 
keuangan yang dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang 
dilakukan oleh masyarakat melalui LSM termasuk media 
massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada 
bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan 
DPR(D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang 
dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan 
(judicial control) antara lain peradilan umum dan peradilan 
administrasi, maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman 
Nasional. 
b. Dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan 
dapat dibedakan menjadi kontrol a priori dan kontrol aposteriori.  
1)  Kontrol a priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 
dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan 
atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang 
menjadi wewenang pemerintah. Kontrol a-priori mengandung 
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unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau 
menghindarkan terjadinya kekeliruan;  
2) Kontrol a posteriori adalah pengawasan yang dilakukan 
sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan 
pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. 
Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif 
yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.  
d. Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dibedakan 
kepada pengawasan unilateral (unilateral control) dan 
pengawasan refleksif (reflexive control).  
1)  Pengawasan unilateral (unilateral control) adalah 
pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara 
sepihak oleh pengawas;  
2) Pengawasan refleksif (reflexive control) adalah pengawasan 
yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik 
berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang 
diawasi. 
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan Keuangan Negara 
Sebelum dikeluarkannya undang-undang terkait keuangan 
negara dan reformasi keuangan negara, pengawasan keuangan 
negara didasarkan pada Indische Comptabiliteit Wet (ICW), 
Instructie en vendure bepalingen voor de Algemeene Reijkenkamer 
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(IAR), dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) yang 
berlaku pada zaman Hindia Belanda. Namun semenjak reformasi 
Keuangan negara, pengawasan keuangan negara kemudian 
didasarkan pada undang-undang yang terkait pengelolaan 
keuangan negara, dan tidak lagi berdasarkan ICW, IAR, dan RAB.  
Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara tersebut dapat berupa15: 
a. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya 
dalam suatu lingkungan kerja; 
b. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 
c. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 
d. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). 
3. Pengendalian Intern Pemerintah 
Pengendalian intern pemerintah merupakan amanat dari 
Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Hal ini kemudian dijabarkan lebih konkret dalam Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (PPSPIP). Pengendalian intern pemerintah 
                                                          
15
 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit., hal. 70. 
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merupakan wewenang Presiden sebagai pemegang wewenang 
tertinggi pengelolaan keuangan negara16. Substansi pengendalian 
intern pemerintah meliputi peningkatan kinerja, transparansi, dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.17 
Untuk memperkuat efektivitas pengendalian intern maka 
dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan 
sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan pada 
PPSPIP, pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal 
atau nama lain, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota. Semuanya melakukan pengawasan terhadap 
intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden. 
4. Pemeriksaan Keuangan Negara 
Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh pihak terkait 
ketika ada informasi ataupun dugaan penyalahgunaan ataupun 
penyimpangan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara 
merupakan instrumen yuridis pengawasan terhadap keuangan 
negara. Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan 
dan prosedur yang berlaku agar tidak merugikan pihak yang 
diperiksa. Hal ini mengingat ada konsekuensi yang harus dihadapi 
pihak yang diperiksa apabila dinyatakan merugikan keuangan 
                                                          
16
 Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. 
17
 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit., hal. 71. 
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negara. Pemeriksaan18 adalah proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan secara 
konstitusional dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Badan 
Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hal ini didasarkan pada Pasal 23E 
UUD NRI 1945. Begitu pula jika dilihat dalam UU Tahun 2004 No. 
15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Negara bahwa BPK yang berwenang melakukan pemeriksaan. 
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan yang bersifat 
preventif dan represif. Pemeriksaan preventif dilakukan sebelum 
adanya kerugian negara sedangkan pemeriksaan represif 
dilakukan ketika ada informasi atau dugaan adanya kerugian 
negara. 
C. Lembaga-lembaga Pengawasan Keuangan Negara 
Dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan negara, 
maka ada beberapa lembaga yang berwenang melakukan 
pengawasan keuangan negara yaitu, BPK, Inspektorat Jenderal atau 
nama lain, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan 
BPKP. 
                                                          
18
 Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 
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1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga 
tinggi negara yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan 
keuangan negara secara luas.  Pasal 23E ayat 1 menyatakan 
bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri.”  Menurut M. Djafar Saidi19, bebas diartikan 
dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, 
mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh 
siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif yudikatif, dan bahkan 
dari dalam BPK sendiri. 
Pada awalnya BPK dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) no. 7 Tahun 1963 
tentang BPK. Kemudian PERPU ini diundangkan ke dalam UU No. 
17 Tahun 1965 tentang penetapan PERPU No. 7 Tahun 1963 
tentang BPK. Kemudian dasar hukum BPK tersebut diperbaharui 
melalui UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. UU ini merupakan 
amanat dari UUD NRI 1945 yang telah diamandemen, terkait badan 
pemeriksa keuangan.  
                                                          
19
 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit., hal. 82. 
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Sebagai lembaga tinggi negara yang ditujukan untuk 
melakukan pengawasan keuangan negara, BPK mempunyai tugas 
dan wewenang yang sangat luas. Adapun tugas dan wewenang 
BPK diatur secara jelas dalam Pasal 6-12 UU No. 15 Tahun 2006 
tentang BPK yaitu sebagai berikut: 
a. Tugas BPK 
1) Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara: 
  BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, 
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara. 
  Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan 
undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
 Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 




 Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil 
pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK 
dan dipublikasikan. 
 Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan 
pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek 
yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 
keuangan negara. 
2) Penyerahan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara: 
 BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, 
DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 
 DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan sesuai dengan peraturan tata tertib masing-
masing lembaga perwakilan. 
 Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD 
dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. 
 Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada 
DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan 
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masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan 
kewenangannya. 
 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, 
DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. 
3)  Tindak lanjut hasil pemeriksaan: 
 Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK 
menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis 
kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 
 Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara 
tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada 
BPK. 
 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, 
BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diketahui adanya unsur pidana tersebut. 
 Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat 




 BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya 
diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan 
DPRD, serta Pemerintah. 
b. Wewenang BPK 
1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan 
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode 
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan 
pemeriksaan; 
2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan 
oleh setiap orang,unit organisasi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara; 
3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan 
barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, 
pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
4) Pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, 
bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar 




5) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
wajib disampaikan kepada BPK; menetapkan standar 
pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan 
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara; 
6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 
7) Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di 
luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 
8) Membina jabatan fungsional Pemeriksa; 
9) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi 
Pemerintahan; dan 
10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian 
intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah 
11) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara 
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, 
pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
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Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 
12) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan 
pihak yang berkewajiban membayar ganti ditetapkan dengan 
keputusan BPK. 
13) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, 
BPK berwenang memantau: 
 Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri 
bukan bendahara dan pejabat lain; 
 Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah 
kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau 
badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah 
ditetapkan oleh BPK 
 Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah 
yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 Hasil pemantauan diberitahukan secara tertulis kepada 
DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 
14) BPK dapat memberikan: 
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 Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan 
lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat 
pekerjaannya; 
 Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Daerah; dan/atau 
 Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai 
kerugian negara/daerah. 
2. Inspektorat Jenderal (Itjen) atau Nama Lain 
Inspektorat Jenderal atau nama lain merupakan lembaga 
yang berada di dalam internal lembaga pemerintahan ataupun 
kementerian. Itjen berfungsi melakukan pengawasan internal 
terhadap lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan 
lainnya. tujuan diadakannya itjen adalah untuk menunjang 
bekerjanya sistem pengendalian intern pemerintah. 
Itjen secara fungsional melaksanakan pengawasan intern 
pada suatu instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah yang bertanggungjawab pada Menteri/Pimpinan 
lembaga. Pengawasan oleh itjen merupakan pengawasan pada 
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tingkat bawah yang dipertanggungjawabkan kepada 
Menteri/Pimpinan Lembaga. Laporan pengawasan itjen awalnya 
disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang 
diawasinya yang kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan 
lembaga. 
3. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota 
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota 
merupakan lembaga yang secara jelas diatur dalam Pasal 49 ayat 
(1) PPSPIP. Inspektorat Provinsi bertanggung jawab kepada 
Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap 
seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 
Provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi. Sedangkan inspektorat Kabupaten/Kota 
bertanggung jawab pada Bupati/Walikota.  Inspektorat 
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh 
kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Provinsi 
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten/Kota. 
Kedudukan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur 
dalam Pasal 24 PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 




1) Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di daerah 
dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah 
berdasarkan fungsi dan kewenangannya; 
2) Aparat Pengawas intern Pemerintah adalah Itjen kementrian, 
unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, 
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 
3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas 
pemerintah; 
4) Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh menteri/ menteri 
negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian di 
tingkat pusat, oleh gubernur di tingkat provinsi, dan 
bupati/walikota di tingkat kabupaten kota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, 
pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas 
pemerintah daerah diatur dengan peraturan menteri. 
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
a. Dasar Hukum adanya BPKP 
Adanya BPKP sebagai badan pengawas pemerintah 
tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPKP itu sendiri. Sejarah 
BPKP erat kaitannya dengan lembaga yang didirikan pada 
sebelum kemerdekaan yang bernama Djawatan Akuntan 
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Negara (DAN) atau Regering Accountantsdienst. Djawatan 
Akuntan Negara dibentuk melalui Besluit No. 44 tanggal 31 
Oktober 1936. Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi 
pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri 
Jenderal pada Kementerian Keuangan. Kemudian kedudukan 
DAN ditingkatkan sehingga langsung di bawah menteri 
keuangan. Adapun kemudian fungsi DAN yaitu melakukan 
semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua 
departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. 
Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh 
Thesauri Jenderal.  
Selanjutnya dibentuk lembaga pengawasan melalui 
Keputusan Presiden (Keppres) No. 239 Tahun 1966 yang 
berada di Departemen Keuangan dengan nama Direktorat 
Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN ataupun juga 
dikenal dengan DDPKN). Tugas DDPKN (dikenal kemudian 
sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan 
pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas 
DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran 
negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik 
negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 
Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas 
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Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan 
negara dilakukan oleh DJPKN.20 
Setelah itu, DJPKN diubah menjadi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Keputusan 
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP tanggal 30 Mei 
1983. Dengan transformasi ini, kedudukan lembaga ini menjadi 
sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden. Setelah berlaku sekitar 17 tahun, pengaturan terkait 
BPKP kemudian diperbaharui dengan Keppres No. 103 Tahun 
2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non 
Departemen. Dasar hukum terkait pelaksanaan tugas BPKP 
yaitu PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern 
Pemerintah. 
b. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKP 
Tugas BPKP dapat dilihat pada dasar hukum adanya 
BPKP yaitu di dalam Keppres No. 103 Tahun 2001. tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen. Pasal 52 
menyatakan tugas BPKP adalah melaksanakan tugas 
                                                          
20
 BPKP, Sejarah Singkat BPKP, http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-
Singkat-BPKP.bpkp, diakses tanggal 9 Desember 2013. 
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pemerintahan di bidang pengawasan keuangan pembangunan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka BPKP 
mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Keppres 
tersebut, yaitu: 
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan; 
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan; 
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 
BPKP; 
d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan 
terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan 
pembangunan; 
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 
umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan, 
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah 
tangga. 
Adapun wewenang yang dimiliki oleh BPKP berdasarkan 
Pasal 54 Keppres No. 103 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
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b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro; 
c. penetapan sistem informasi di bidangnya; 
d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi 
daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, 
pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; 
e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan 
sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan 
di bidangnya; 
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 
1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, 
tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; 
2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku 
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan 
sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan 
surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; 
3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang 
persediaan dan lain-lain 
4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil 
pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri 
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maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, 
dan lembaga pengawasan lainnya. 
Pasal 49 ayat (2) PP SPIP juga mengatur bahwa BPKP 
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara; dan  
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 
D. Audit 
1. Pengertian audit 
Istilah audit sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan 
perundang-undangan. Akan tetapi istilah ini sering digunakan oleh 
lembaga-lembaga pengawas keuangan negara, dan juga dalam 
dunia akuntansi.  Menurut Arens dkk Auditing adalah proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk 
menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 
tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh 
seseorang yang kompeten dan independen.21 
                                                          
21
 Arens, Alvin A., et al, Auditing and Assurance Services – An Integrated 
Approach (New Jersey: Prentice Hall, 2007).  
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 Istilah audit dalam perundang-undangan disebut 
pemeriksaan, Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
2. Jenis-jenis audit keuangan negara 
Audit atau pemeriksaan keuangan negara dijelaskan dalam 
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam Pasal 4 angka 1 UU 
tersebut pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara dibagi menjadi 3 yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun 
penjelasan tentang jenis pemeriksaan tersebut dituangkan dalam 
Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara yaitu: 
a.  Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan 
keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) 
apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam 
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
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berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif 
selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
b. Pemeriksaan Kinerja adalah audit yang dilakukan secara 
objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk 
menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan 
entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. 
c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk 
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: 
eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang 
disepakati (agreed-upon procedures). Adapun yang termasuk 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain pemeriksaan 
atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, 
dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Di dalam 
buku Dasar-dasar auditing yang digunakan dalam diklat 
pembentukan auditor terampil tahun 2009 oleh BPKP, bahwa 
yang termasuk di dalam kategori ini  diantaranya adalah audit 
ketaatan dan audit investigatif.22 
                                                          
22
 Lihat BPKP, Dasar-dasar Auditing (Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan BPKP, 2009) hal. 16. 
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1)  Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai 
kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 
2)  Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk 
membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan 
kecurangan benar terjadi atau tidak terjadi.24 
E. Badan Hukum Privat 
Subyek hukum adalah orang. Orang terbagi menjadi dua yaitu 
manusia dan badan hukum. Selain manusia, ada subyek hukum lain 
yang diadakan oleh hukum yang dipersamakan dengan manusia 
(dalam beberapa hal) yaitu badan hukum.  
Secara umum, badan hukum dapat diartikan sebagai organisasi 
atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam 
hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban 
atau disebut juga dengan subyek hukum25. Sebenarnya banyak definisi 
badan hukum yang dikemukakan oleh pakar, tetapi definisi tersebut 
sudah dapat mewakili pendapat-pendapat para pakar. Suatu badan 
dapat dikatakan badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat 
yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan 










sendiri, mempunyai tujuan tertentu, serta mempunyai organisasi yang 
teratur26. 
Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis 
lagi, yaitu badan hukum publik dan badan privat. Badan hukum publik 
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau 
orang banyak atau menyangkut kepentingan negara sedangkan badan 
hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum 
perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau 
individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut.27 Contoh 
dari badan hukum publik misalnya negara, provinsi, lembaga negara, 
dll. Badan hukum privat contohnya perseroan terbatas, yayasan, dll. 
Badan hukum privat dapat berupa korporasi ataupun yayasan. 
Perbedaan antara keduanya adalah korporasi bersifat profit sedangkan 
yayasan bersifat non profit.  
Korporasi jika dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya dapat 
dibagi menjadi dua yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN adalah28 badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh  negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan. Sedangkan badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besarnya dimiliki oleh Swasta disebut BUMS.  
                                                          
26
 Lihat Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Toko Gunung Agung, 




 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 
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F. Putusan PTUN 
1. Jenis-Jenis Putusan 
Putusan dalam PTUN dapat dibagi menjadi beberapa 
pembagian. Pertama berdasarkan prosesnya, Putusan PTUN dapat 
dibagi menjadi putusan yang bukan putusan akhir29 dan putusan 
akhir30. Putusan yang bukan putusan Akhir adalah putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha 
Negara dinyatakan selesai.31 Sedangkan Putusan akhir adalah 
putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa 
Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut 
pada tingkat peradilan tertentu32. 
Putusan akhir berdasarkan sifatnya terbagi atas putusan 
yang bersifat condemnatior, putusan yang bersifat declaratoir, dan 
putusan yang bersifat constitutif. Putusan yang bersifat 
condemnatior adalah putusan yang mengandung pembebanan33 
misalnya tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi atau 
melakukan rehabilitasi. Putusan yang bersifat pernyataan atau 
declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan suatu 
                                                          
29
 Dapat dilihat dalam Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 124 UU No. 5 Tahun 1986 
sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang selanjutnya disingkat UU 
PERATUN. 
30
 Dapat dilihat dalam Pasal 123 UU PERATUN. 
31
 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Penerbit 




 W. Riawan Tcandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara 
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) hal. 138. 
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keadaan hukum yang sah34, contohnya gugatan tidak dapat 
diterima. Putusan yang bersifat constitutif adalah putusan yang 
melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau 
menciptakan suatu keadaan hukum baru35. 
Putusan akhir menurut Pasal 97 ayat (7) UU PERATUN 
dapat berupa:: 
a. Gugatan ditolak, yaitu putusan menyatakan bahwa Keputusan 
Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan sengketa TUN 
adalah KTUN yang tidak dinyatakan batal atau sah sehingga 
memperkuat KTUN. 
b. Gugatan dikabulkan, yaitu putusan yang menyatakan bahwa 
KTUN yang menimbulkan sengketa TUN adalah keputusan 
yang batal atau tidak sah. Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya 
atau sebagian. Dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan 
tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang ditentukan dalam 
Pasal 97 ayat (9) yang berupa: 
1) Pencabutan KTUN yang bersangkutan, atau; 
2) Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan 
KTUN baru atau; 
3) Menerbitkan KTUN yang dalam hal sebelumnya tidak ada 
KTUN; 




 ibid., hal 139. 
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c. Gugatan Tidak diterima, yaitu putusan yang menyatakan 
gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; 
d.  Gugatan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan karena para 
pihak penggugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan, 
setelah dipanggil secara patut atau penggugat meninggal dunia. 
2. Kekuatan Putusan 
Kekuatan Putusan PTUN terbagi menjadi tiga yaitu: 
a. Kekuatan pembuktian, bahwa putusan PTUN itu mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna atau sejajar dengan akta 
otentik. 
b. Kekuatan mengikat, artinya putusan hakim mempunyai 
kekuatan mengikat bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak. 
Hal ini dikarenakan putusan hakim di lingkungan PTUN, 
mengikuti asas Erga Omnes, artinya putusan berlaku bagi 
semua orang36. 
c. Kekuatan eksekutorial. artinya bahwa keputusan PTUN tersebut 
dapat dijalankan atau dieksekusi. 
G. Posisi Kasus Putusan 
Kasus ini bermula dari dugaan perjanjian kerja sama 
penggunaan  Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) 
                                                          
36
 Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Surabaya: 
Airlangga Universuty Press, 1997) hal 75. 
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oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang 
menyalahi prosedur hukum dan merugikan keuangan negara.  Hal ini 
disebabkan kedua perusahaan tersebut dianggap telah melakukan 
penggunaan secara bersama Jaringan Frekuensi Radio 2,1 
GHZ/Generasi Tiga (3G). Praktik ini kemudian dianggap merugikan 
kerugian negara sebab pihak IM2 yang dianggap menggunakan 
secara bersama spektrum frekuensi tersebut seharusnya membayar 
PNBP terkait dengan penggunaan Jaringan Frekuesi Radio tersebut. 
Kemudian kasus ini masuk ke Pengadilan Tipikor dengan tersangka 
utama adalah Indar Atmanto, dan beberapa tersangka lain.  
Untuk membuktikan adanya kerugian tersebut maka Kejaksaan 
Agung menunjuk BPKP untuk melakukan audit terhadap PT indosat 
surat No. B-234/F.2/Fd.1/01/2012. Kemudian BPKP menindaklanjuti 
hal tersebut dengan melakukan audit kerugian negara terhadap PT 
Indosat.  Hasil dari audit tersebut kemudian disampaikan kepada 
Kejaksaan melalui Surat Deputi BPKP No. SR-1024/D6/01/2012 
beserta lampirannya yaitu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara (LHPKKN) terhadap PT. Indosat. BPKP 
menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan 
perjanjian dan telah menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar 
Rp 1.358.343.346.647,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar 
tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam 
ratus empat puluh tujuh rupiah). 
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PT Indosat kemudian menggugat hasil audit tersebut kepada 
PTUN. PT. Indosat merasa dirugikan oleh hasil audit tersebut dan 
menganggap hasil audit tersebut mempunyai berbagai kerancuan dari 
segi yuridis. Alasan-alasannya misalnya saja tentang kewenangan 
BPKP dalam mengaudit PT. Indosat, Audit BPKP tidak sesuai 
Prosedur, dan lain-lain. 
Kemudian perkara di PTUN tersebut dimenangkan oleh PT. 
Indosat. Audit BPKP terhadap PT. Indosat dinyatakan tidak sah 
dikarenakan BPKP tidak punya wewenang melakukan audit terhadap 
PT. Indosat. Dengan adanya kasus tersebut maka hasil audit tersebut 
tidak lagi digunakan oleh Kejaksaan dalam perkara Korupsi Indar 
Atmanto. Namun Kejaksaan tetap menggunakan angka yang 















A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar karena data dan 
informasi tersebut semua dapat didapatkan di kota Makassar. Adapun 
tempat penelitian ini adalah di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data 
sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung 
seperti data dan informasi dari buku-buku, karya ilmiah, majalah, artikel 
dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini; 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik 
studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan 
dan peraturan terkait, catatan-catatan, buku-buku, media elektronik 





D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen akan dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. Indosat serta akibat hukum 
dari Putusan PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT terhadap 
















A. Kewenangan BPKP dalam Mengaudit PT. Indosat 
Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang 
dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. 
Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu keniscayaan agar 
pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat berjalan secara maksimal. 
Hal ini dilakukan agar tujuan negara yang dicita-citakan dapat 
terwujud. 
Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan 
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan  dan pertanggungjawaban37.  Berdasarkan Pengertian 
tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan negara tak 
hanya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan semata, 
melainkan juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban. 
Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara perlu 
dilakukan agar pelaksanaan keuangan negara dapat berjalan sesuai 
dengan koridor aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam 
pengelolaan keuangan negara. Pengawasan merupakan hal yang 
harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 
                                                          
37
 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit., Hal. 21. 
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negara yang akuntabel. Tanpa adanya pengawasan maka 
pelaksanaan keuangan negara akan tidak terkontrol sehingga 
pengelolaan keuangan negara dapat menjadi kacau. Pengawasan 
keuangan negara di Indonesia dapat dibagi menjadi pengendalian 
keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara.  
Pengendalian keuangan negara dilakukan untuk mengawal 
pelaksanaan keuangan negara agar keuangan negara dapat berjalan 
secara maksimal, transparan serta akuntabel. Pengendalian keuangan 
negara yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 58 UU 
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebut sebagai 
pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern pemerintah 
dilakukan oleh atasan pada lingkungan kerja, Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota serta Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain upaya 
pengendalian, dikenal pula upaya pemeriksaan sebagai bagian dari 
pengawasan keuangan negara. 
Pemeriksaan keuangan negara merupakan upaya yang 
dilakukan apabila telah terjadi indikasi penyalahgunaan keuangan 
negara.  Pemeriksaan adalah38 proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 
                                                          
38
 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
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mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara 
konstitusional, pemeriksaan keuangan negara merupakan wewenang 
dari Badan Pemeriksa Keuangan. 
Pemeriksaan Keuangan negara yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan yang bersifat 
preventif dan pemeriksaan yang bersifat represif. Pemeriksaan secara 
preventif dilakukan pada berjalannya pengelolaan dan tanggung jawab 
negara sebelum terjadinya keuangan negara.  Sementara 
pemeriksaan secara represif dilakukan ketika didapatkan informasi 
atau dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. Pemeriksaan 
secara preventif bersifat pencegahan sedangkan upaya represif 
bersifat penanggulangan. 
Pada pelaksanaannya, tidak hanya BPK yang melakukan 
pemeriksaan keuangan negara.  Dalam praktik selama ini, selain BPK 
pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan oleh lembaga lain seperti 
BPKP. Dalam praktiknya BPKP tak hanya melakukan upaya 
pemeriksaan dari segi preventif saja, tetapi pemeriksaan secara 
represif juga sering dilakukan oleh BPKP. Hal ini banyak ditemui dalam 
hal penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. 
Hal ini dilakukan oleh BPKP dalam rangka menemukan bukti adanya 
kerugian negara dalam kasus korupsi. 
Dalam beberapa kasus korupsi, BPKP atas permintaan 
kejaksaan melakukan audit untuk memperoleh alat bukti adanya 
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kerugian keuangan negara. Hal ini terlihat dari beberapa kasus korupsi 
yang telah terjadi misalnya saja kasus Martias, kasus Atto Sakmiwata 
Sampetoding, kasus Korupsi Indar Atmanto (mantan dirut PT Indosat) 
dan banyak kasus lain. Sehingga penunjukan BPKP untuk melakukan 
audit investigatif merupakan hal yang biasa dilakukan dalam proses 
peradilan tindak pidana korupsi. Namun banyak pakar hukum yang 
menganggap bahwa penunjukan BPKP untuk melakukan 
penghitungan kerugian negara merupakan suatu hal yang rancu. 
Kerancuan itu dikarenakan BPKP dianggap tidak mempunyai 
wewenang secara hukum untuk melakukan penghitungan kerugian 
negara. 
Hal ini pula yang dirasakan rancu oleh Indar Atmanto terkait 
kasus korupsi yang menjadikannya sebagai tersangka. Kasus korupsi 
Indar Atmanto dari dugaan perjanjian kerja sama penggunaan  
Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. 
Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang menyalahi 
prosedur hukum dan merugikan keuangan negara.  Hal ini disebabkan 
kedua perusahaan tersebut dianggap telah melakukan penggunaan 
secara bersama Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga 
(3G). Praktik ini kemudian dianggap merugikan keuangan negara 
sebab pihak IM2 yang dianggap menggunakan secara bersama 
spektrum frekuensi tersebut seharusnya membayar PNBP terkait 
dengan penggunaan bersama Jaringan Frekuensi Radio tersebut.  
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Dalam kasus korupsi tersebut, dilakukan audit terhadap PT. 
Indosat oleh BPKP sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya kerugian negara serta 
untuk mendapatkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan melalui 
tindak pidana korupsi tersebut. Hal inilah yang kemudian dianggap 
rancu secara yuridis karena BPKP telah melakukan tindakan yang 
bukan merupakan wewenangnya yaitu menghitung kerugian keuangan 
negara. Alasan lain audit BPKP dianggap rancu adalah karena BPKP 
melakukan audit terhadap badan hukum swasta. 
Berdasarkan kerancuan tersebut Indar Atmanto mengajukan 
gugatan terhadap BPKP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Jakarta. Obyek gugatan tersebut adalah Surat Deputi Kepala BPKP 
bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 serta LHPKKN tanggal 31 
Oktober 2012 dengan tergugat adalah Deputi Kepala BPKP Bidang 
Investigasi dan Tim BPKP Penerbit LHPKKN Tanggal 31 Oktober 
2012. Perkara ini kemudian melibatkan PT. Indosat dan PT. Indosat 
Mega Media (IM2) sebagai penggugat Intervensi.  
Ketika diajukan di PTUN, maka ada hal yang harus diperhatikan 
sebelum perkara tersebut diproses yaitu terkait kriteria keputusan Tata 
Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat dijadikan obyek gugatan di 
PTUN. Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, maka yang terlebih 
dahulu harus diketahui adalah apakah kedua surat dari BPKP tersebut 
dapat digugat di PTUN. Dalam kasus ini, permasalahan  kriteria objek 
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gugatan ini masih dipertanyakan bahkan hingga akhir persidangan. Hal 
ini karena beberapa argumen yang dikemukakan oleh BPKP yang 
menganggap bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur 
keputusan TUN yang dapat disengketakan di PTUN sehingga harus 
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 
Pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana 
diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 
No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan 
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari hal tersebut dapat 
ditarik unsur-unsur KTUN yaitu: 
 Penetapan tertulis; 
 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; 
 Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan; 
 Bersifat konkret, individual dan final; 




BPKP mengajukan bantahan-bantahan yang menyatakan 
bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. BPKP 
menyatakan obyek gugatan tidak bersifat individual dan tidak bersifat 
final. Hal ini yang membuat BPKP menyatakan bahwa PTUN tidak 
berwenang mengadili perkara. 
BPKP menganggap obyek gugatan tersebut tidak bersifat 
individual39 karena tidak memberikan rekomendasi kepada seseorang 
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. BPKP menyatakan dalam 
eksepsinya: 
“Bahwa LHPKKN Para Tergugat Isinya merupakan Hasil 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara 
dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan 
Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, 
Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanpa memberikan 
rekomendasi terhadap seseorang dan/atau pejabat untuk 
melakukan perbuatan hukum tertentu”40.  
 
Poin utama yang ingin dikemukakan BPKP adalah Obyek gugatan 
tidak memberikan rekomendasi terhadap seseorang untuk melakukan 
perbuatan hukum tertentu. 
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 Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PERATUN menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak 
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang 
dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. 
Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang 
menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. 
40
 Vide Putusan hal. 38. 
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BPKP juga menyatakan bahwa obyek gugatan tidak bersifat 
final41. Hal ini dikarenakan BPKP melakukan penghitungan kerugian 
keuangan negara berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung. 
Permintaan tersebut melalui Surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana 
Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 
31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 
2012 perihal Bantuan untuk melakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara dan Keterangan Ahli, yang sedang melakukan 
penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) 
oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Sehingga 
obyek sengketa hanya bersifat informatif dan masih memerlukan 
persetujuan dari Kejaksaan agung agar dapat bersifat final. 
Pernyataan ini didukung dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Jakarta Nomor 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 
Desember yang pada pertimbangan hukum putusannya menyatakan 
obyek gugatan yaitu hasil audit BPKP belum bersifat final. 
Bantahan terkait obyek gugatan tak hanya sebatas hal tersebut. 
Ada hal lain yang juga dikemukakan oleh BPKP yaitu bahwa obyek 
gugatan merupakan hal yang dikecualikan sebagai keputusan TUN. 
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 Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PERATUN menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan 
akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau 
instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau 
kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan 




BPKP menganggap bahwa obyek gugatan termasuk dalam kategori 
pasal 2 huruf d yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan 
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan 
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”. BPKP 
menyatakan dalam eksepsinya bahwa:  
“LHPKKN Para Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan 
Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 
yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, 
KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat 
hukum pidana”.42 
 
Fakta ini juga didukung oleh beberapa yurisprudensi terkait. 
Adapun beberapa putusan yang mendukung pernyataan di atas adalah 
Putusan PTUN Jayapura No.28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Penetapan 
Ketua PTUN Yogyakarta No. 06/G/2010/PTUN.YK, dan Putusan PTUN 
Samarinda No. 21/G/2010/PTUN-SMD. Putusan-putusan tersebut 
pada pokoknya menyatakan bahwa LHPKKN yang dilakukan oleh 
BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana tidak termasuk 
keputusan TUN karena termasuk dalam kategori Pasal 2 huruf d UU 
PERATUN. 
Pernyataan-pernyataan tersebut memang cukup menjadi batu 
sandungan bagi para penggugat untuk menggugat audit BPKP 
tersebut. Inilah yang membuat permasalahan tersebut menjadi salah 
satu yang dipecahkan hingga akhir persidangan. Hal ini menjadi 
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 Vide putusan hal. 44. 
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penting karena apabila pernyataan-pernyataan tersebut benar, maka 
PTUN tidak punya kompetensi untuk mengadili perkara tersebut. 
Pada proses keterangan ahli, salah satu ahli yang diajukan oleh 
tergugat (BPKP) yaitu Anna Erliyana juga mendukung pernyataan-
pernyataan tersebut. Anna menyatakan “bahwa kalau hasil audit 
dikatakan sebagai objek gugatan TUN maka saya mencermati tidak 
termasuk dalam kategori final karena unsur final tidak terpenuhi”43. 
Majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya 
memperhatikan semua hal tersebut. Akan tetapi majelis hakim 
menyatakan menolak alasan-alasan tersebut. Majelis hakim telah 
menjawab semua dalil-dalil tersebut dalam pertimbangan hukumnya 
dengan memperhatikan peraturan serta alat-alat bukti yang terkait.  
Terlebih dahulu majelis hakim menentukan bahwa obyek 
sengketa yang akan dipertimbangkan hanya Surat Deputi Kepala 
BPKP bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012. Majelis 
berpendapat bahwa LHPKKN yang dilampirkan dalam Surat Deputi 
Kepala BPKP bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 adalah satu 
kesatuan dengannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat 
Ahli yaitu Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa lampiran 
sebuah surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat itu 
sendiri44. 
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 Vide Putusan hal. 288. 
44
 Vide Putusan hal. 281. 
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Permasalahan pertama yang dijawab adalah pernyataan bahwa 
Obyek sengketa tidak bersifat final.  Majelis berpendapat bahwa: 
Bersifat final, artinya Surat Tergugat I sudah definitif, dalam arti 
tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun 
pihak lain dan menurut Saksi Muhtadi, S.Ag.SH MH, 
menerangkan bahwa dalam menentukan telah terjadinya 
kerugian keuangan negara dalam kasus a quo, Kejaksaan 
hanya menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian 
Keuangan Negara yang di terbitkan oleh Tergugat, karenanya 
Surat Tergugat I menimbulkan akibat hukum, yakni dijadikan 
sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh 
Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Dalam 
kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kerja 
sama PT Indosat Tbk. Dan PT. Indosat Mega Media (IM2). 
Dengan demikian maka obyek sengketa sebenarnya telah bersifat 
final. 
Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang 
berlaku. Surat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi No. SR-
1024/D6/01/2012 tidak memerlukan pengesahan dari Kejaksaan 
Agung. Surat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi No. SR-
1024/D6/01/2012 telah sah ketika dikeluarkan dan ditandatangani oleh 
BPKP. Obyek sengketa juga tidak memerlukan persetujuan dari 
Kejaksaan Agung dalam mengeluarkan Surat tersebut sehingga obyek 
sengketa sudah bersifat final. 
Hal kedua yang diselesaikan pernyataan bahwa  obyek gugatan 
tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN karena dikeluarkan 
berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-
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undangan lain yang bersifat hukum pidana. Majelis menjawab hal ini 
dengan menyatakan: 
Bahwa, akan tetapi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP 
yang kemudian menjadi lampiran Surat Deputi Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang 
Investigasi adalah tidak dilakukan berdasarkan KUHP, KUHAP 
atau peraturan yang bersifat pidana, karena sebagaimana 
diakui oleh Para Tergugat dalam Surat Jawabannya, bahwa 
Pemeriksaan/Audit dilakukan berdasarkan : 
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak; 
 PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah; 
 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 
 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang 
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.45 
 
Dengan begitu telah jelas bahwa kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan keuangan negara tidak didapatkan melalui KUHAP, 
melainkan merupakan atribusi dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku tersebut. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa obyek 
sengketa termasuk yang dikecualikan sebagai Keputusan TUN. 
Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwa “didalam 
negara hukum tidak ada tindakan hukum publik yang dilakukan pejabat 
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 Vide Putusan hal. 298-299. 
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publik yang tanpa kontrol, baik internal maupun eksternal. Lembaga 
kontrol yuridis eksternal tindakan Tata Usaha Negara dari Badan atau 
pejabat Publik adalah Peradilan Tata Usaha Negara”46. Pertimbangan 
tersebut merupakan hal yang sangat tepat sebab apabila gugatan 
ditolak oleh PTUN maka obyek sengketa tidak akan dapat dikontrol. 
Apabila obyek gugatan ditolak oleh PTUN maka obyek gugatan akan 
tetap digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor). Sementara untuk menentukan sah atau tidaknya 
keputusan TUN adalah bukan merupakan wewenang dari Pengadilan 
Tipikor, meskipun hakim Pengadilan Tipikor boleh berkeyakinan 
terhadap hal tersebut. 
Pertimbangan pengadilan tersebut telah sejalan dalam 
penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik47 yaitu asas 
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 Vide Putusan hal. 297. 
47
 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Indonesia masih belum 
punya konsep yang baku yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Banyak konsep AUPB yang ditawarkan oleh para ahli hukum. Salah satunya adalah 
Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun (dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi 
Negara: 244-245) yang merumuskan AUPB menjadi 13 asas yaitu: 1) Asas kepastian 
hukum; 2) Asas keseimbangan; 3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan; 4) Asas 
bertindak cermat; 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan; 6) Asas tidak 
mencampuradukkan kewenangan; 7) Asas permainan yang layak; 8) Asas keadilan dan 
kewajaran; 9) Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar; 10) Asas 
meniadakan akibat suatu keputusan yang batal; 11) Asas perlindungan atas pandangan 
atau cara hidup pribadi; 12) Asas kebijaksanaan; 13) Asas penyelenggaraan kepentingan 
umum. Namun di Indonesia sendiri, tolak ukur AUPB yang selama ini digunakan oleh 
PTUN adalah asas yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
yaitu: 1) Asas kepastian hukum; 2) Asas tertib penyelenggaraan negara; 3) Asas 
kepentingan umum; 4) Asas keterbukaan; 5) Asas proporsionalitas; 6) Asas 
profesionalitas; 7) Asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut yang selama ini dirujuk oleh 
PTUN didasarkan pada Penjelasan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan 
atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Sekarang sedang dirancang konsep 
AUPB dituangkan dalam Rancangan UU Adminstrasi Pemerintahan. Asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam  RUU Administrasi Pemerintahan yaitu: 
1) Asas kepastian hukum; 2) Asas keseimbangan; 3) Asas kesamaan; 4) Asas 
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akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.48 Jika hakim 
menyatakan menolak gugatan maka tindakan BPKP menerbitkan 
keputusan TUN tidak akan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban hukum 
tetap dapat dimintakan oleh rakyat melalui PTUN sebagai salah satu 
lembaga yang dibentuk dalam rangka kontrol terhadap pemerintah. 
Majelis hakim dalam perkara ini juga tidak terikat dengan 
beberapa yurisprudensi terkait yang menyatakan gugatan ditolak.  
Beberapa yurisprudensi menyatakan menolak perkara karena obyek 
gugatan dinyatakan belum final. Beberapa yurisprudensi pula 
menyatakan gugatan tidak termasuk kriteria keputusan TUN karena 
dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP dan peraturan 
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Tindakan 
hakim semacam ini merupakan hal yang biasa dalam negara yang 
                                                                                                                                                               
kecermatan; 5) Asas motivasi; 6) Asas tidak mencampuradukkan kewenangan; 7) Asas 
bertindak yang wajar; 8) Asas keadilan; 9) Asas kewajaran dan kepatutan; 10) Asas 
menanggapi pengharapan yang wajar; 11) Asas meniadakan akibat suatu keputusan 
batal: 12) Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi; 13) Asas tertib 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 14) Asas keterbukaan; 15) Asas 
proporsionalitas; 16) Asas profesionalitas; 17) Asas akuntabilitas; 18) Asas kepentingan 
umum; 19) Asas efisiensi; 20) Asas efektivitas. 
48
 Pengertian ini berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 7 UU No. 28 Tahun 




menganut sistem hukum common law. Salah satu ciri khas dari sistem 
peradilan di Indonesia adalah tidak terikatnya hakim lain pada putusan 
hakim sebelumnya49. 
Dengan demikian, seluruh eksepsi yang terkait dengan 
kompetensi PTUN dalam memeriksa obyek sengketa seluruhnya 
ditolak. Setelah masalah terkait kriteria keputusan TUN terjawab, maka 
masuk kepada pokok sengketa yaitu masalah terkait penerbitan 
keputusan TUN maupun substansi dari keputusan TUN. Secara garis 
besar, pokok sengketa dalam perkara ini lebih mengarah kepada dua 
hal, yaitu kewenangan badan/pejabat TUN dan kedua adalah 
prosedural pembuatan KTUN berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh penggugat 
untuk menggugat BPKP. Secara umum terdapat dua pokok masalah 
yang dikemukakan oleh penggugat yaitu pertama, berkaitan dengan 
prosedur teknis audit yang bertentangan dengan prosedur perundang-
undangan dan peraturan yang terkait, dan yang kedua berhubungan 
dengan kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. Indosat. Namun, 
pada perjalanannya di persidangan hal utama yang diselesaikan hanya 
yang berhubungan dengan kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. 
Indosat. 
Salah satu masalah pokok yang dipaparkan dalam perkara ini 
adalah penerbitan keputusan TUN oleh BPKP yang tidak sesuai 
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 Achmad Ali, Op.Cit., Hal. 126. 
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dengan prosedur dan standar audit investigasi yang benar. Hal ini 
dikarenakan tidak pernah adanya pemberitahuan dan upaya meminta 
keterangan kepada pihak yang diaudit yaitu PT. Indosat. Kemudian hal 
tersebut dibantah oleh penggugat dengan menyatakan bahwa 
penerbitan surat beserta LHPKKN telah memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan maupun standar audit investigasi. 
Adapun terkait tidak adanya pemberitahuan dan penggalian informasi 
kepada PT. Indosat adalah bukan hal yang wajib bagi BPKP dalam 
melakukan audit investigatif. Hal ini telah sesuai dengan standar dan 
diperkenankan dalam melakukan audit investigatif. Namun 
permasalahan ini tidak sampai dipecahkan dalam putusan hakim. 
Putusan hakim hanya sampai kepada memecahkan masalah 
kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. Indosat. Dengan 
terpecahkannya masalah kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. 
Indosat yang maka hakim tidak lagi menjawab tentang permasalahan 
teknis tersebut. Masalah kewenangan BPKP memang menjadi 
masalah utama yang diangkat dalam perkara ini sehingga ketika BPKP 
dinyatakan tidak berwenang mengaudit PT. Indosat maka alasan 
tersebut sudah cukup untuk memutuskan perkara ini. 
Masalah kewenangan BPKP dalam mengaudit PT. Indosat 
merupakan masalah utama yang diangkat dalam perkara ini. Masalah 
Kewenangan BPKP terhadap PT. Indosat juga menjadi masalah 
hukum yang perlu dipecahkan dalam rangka penegakan hukum di 
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bidang keuangan negara. Hal ini dikarenakan tindakan hukum 
pemerintah harus didasarkan kepada hukum. Selain itu masalah ini 
merupakan masalah yang sering terjadi dalam penegakan hukum di 
bidang keuangan negara Indonesia. 
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus 
berdasarkan hukum, karena dalam negara terdapat prinsip 
wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini 
menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang 
diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka segala macam aparat pemerintahan tidak akan 
memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah 
keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.50 
Maka dalam perkara ini sangat penting untuk diketahui wewenang 
BPKP dalam melakukan audit investigatif terhadap PT. Indosat 
sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Masalah ini juga 
berkaitan dengan asas legalitas yaitu bahwa segala tindakan 
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan 
yang sah dan tertulis.51 
Para penggugat dalam perkara ini menyatakan bahwa salah 
satu alasan utama agar obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah 
adalah karena BPKP tidak mempunyai wewenang dalam mengaudit 
PT. Indosat. Setidaknya ada 3 hal pokok yang dikemukakan yang 
harus diuji terkait dengan kewenangan mengaudit PT. Indosat yaitu: 
 Kewenangan BPKP dalam mengaudit badan hukum swasta; 
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 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2010), hal. 191. 
51
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011), hal. 128. 
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 Kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara; 
 Kewenangan BPKP dalam memberikan opini hukum. 
Ketiga hal tersebut harus dikaji kembali secara hukum, mengingat 
permasalahan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi. Dalam 
tulisan ini akan dikaji ketiga hal tersebut satu demi satu. Yang pertama 
akan ditinjau adalah kewenangan BPKP dalam mengaudit badan 
hukum swasta. 
Kewenangan BPKP dalam mengaudit badan hukum swasta 
adalah salah satu masalah yang dikemukakan dalam perkara ini. Hal 
ini berkaitan dengan kedudukan BPKP sebagai instrumen sistem 
pengendalian intern pemerintah yang sebenarnya hanya mempunyai 
wewenang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sementara 
PT. Indosat merupakan badan swasta dan tidak termasuk di dalam 
pemerintah. 
PT. Indosat merupakan perusahaan di bidang penyelenggaraan 
telekomunikasi yang merupakan badan hukum swasta. PT. Indosat 
pernah menjadi BUMN, namun kemudian diprivatisasi pada sekitar 
tahun 2002. Saat ini, Pemerintah Indonesia mempunyai saham  hanya 
sekitar 14,29%52 pada perusahaan tersebut. Berdasarkan ketentuan 
hukum, keuangan PT. Indosat termasuk ke dalam ruang lingkup 
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keuangan negara karena termasuk dalam kategori kekayaan negara 
yang dipisahkan. Akan tetapi PT. Indosat tetap tidak termasuk dalam 
lingkup intern pemerintah. 
PT. Indosat merupakan badan swasta yang mengelola 
kekayaan negara dan bukan merupakan intern pemerintah. PT. 
Indosat sama sekali tidak melaksanakan tugas pemerintahan dan tidak 
menjalankan keuangan negara berdasarkan APBN. Kekayaan negara 
telah dipisahkan dari unsur APBN dan dijalankan sesuai prinsip 
perusahaan yang baik. Negara hanya memiliki status sebagai 
pemegang saham dan sama sekali tidak dapat turut campur dalam 
pengelolaan keuangan perusahaan. Bahkan BUMN sekalipun tidak 
dapat dikategorikan sebagai intern pemerintah. Sehingga telah jelas 
bahwa PT Indosat bukan merupakan intern pemerintah dan tidak 
termasuk dalam ruang lingkup pengendalian intern pemerintah. 
Dengan demikian tinggal dilihat kewenangan BPKP dalam mengaudit 
selain daripada intern pemerintah. 
BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen 
(LPND). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden 
(Keppres) No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  Republik Indonesia 
(Perpres RI) No. 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen. Sebagai LPND, BPKP merupakan 
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lembaga yang dibuat khusus untuk menjalankan tugas tertentu dari 
Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden53. 
Kedudukan BPKP kemudian diperkuat dengan Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (PPSPIP). PP ini kemudian mengatur pula kewenangan 
dari BPKP dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian intern 
pemerintah. PPSPIP juga sekaligus menegaskan kedudukan BPKP 
sebagai salah satu lembaga yang menjalankan pengendalian Intern 
terhadap Pemerintah. 
Kewenangan BPKP untuk dapat mengaudit badan selain 
daripada intern pemerintah tidak ditemukan dalam kedua dasar hukum 
BPKP tersebut. Dengan demikian sebenarnya tidak ada dasar hukum 
bagi BPKP untuk mengaudit dan melakukan pengawasan selain 
daripada intern pemerintah. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut  
BPKP tidak punya wewenang dalam mengaudit PT Indosat sebagai 
badan swasta. Namun hal ini tidak dapat begitu cepat disimpulkan.  
Patut juga dipertimbangkan peraturan-peraturan lain yang 
relevan yang juga diungkapkan BPKP dalam eksepsinya di PTUN. 
Sebelum mengkaji lebih jauh tentang alasan-alasan yang dikemukakan 
oleh BPKP, terlebih dahulu akan dikaji pula kewenangan BPKP dalam 
melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Hal ini akan 
berkaitan erat dengan alasan BPKP untuk Mengaudit PT. Indosat. 
                                                          
53
 Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) PPSPIP. 
77 
 
Kewenganan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan 
negara (audit investigatif) menjadi permasalahan lain yang 
dikemukakan para penggugat dalam gugatannya. Para penggugat 
mempertanyakan kewenangan BPKP untuk melakukan audit 
investigatif dengan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum bagi 
BPKP dalam melakukan audit Investigatif dalam perkara korupsi. 
BPKP hanya berwenang melakukan tindakan yang berkaitan dengan 
pengendalian dalam lingkup intern pemerintah. Hal ini sebagaimana 
dinyatakan Penggugat II intervensi 1 yang menyatakan bahwa: 
BPKP hanya memperoleh kewenangan melakukan audit 
investigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanya 
merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah 
dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang 
bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki kewenangan 
dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan 
unsur tindak pidana korupsi. Sehingga ketika ditemukannya 
adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka 
kewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada 
proses hukumnya adalah menjadi kewenangan BPK.54 
BPKP mempunyai sejarah panjang sebagai lembaga yang 
melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan. BPKP 
dibentuk melalui Keppres No. 239 Tahun 1966 yang awalnya bernama 
Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN ataupun 
juga dikenal dengan DDPKN). Lembaga ini berada di lingkungan 
Departemen keuangan. Negara. DJPKN kemudian diubah menjadi 
BPKP berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang Badan 
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Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Adapun tugas 
pokok BPKP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres No. 31 
Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan adalah: 
 mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan 
dan pembangunan;  
 menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan 
pengurusan keuangan;  
 menyelenggarakan pengawasan pembangunan.  
Adapun Fungsi dari BPKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 
Keppres No. 31 Tahun 1983 adalah: 
 Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan 
bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan 
program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat 
pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
 Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan;  
 Memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan mengadakan 
analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat Pengawasan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
 Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat 
pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
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 Melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan 
yang dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan 
Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di Daerah;  
 Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
 Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk pengawasan atas 
pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cukai;  
 Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah;  
 Melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang-barang 
bergerak milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
 Melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan-badan usaha 
lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;  
 Melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh 
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh/atau disubsidi atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk badan-badan 
yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan 
lain dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena 
pemberian hak atau wewenang hukum publik;  
80 
 
 Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, termasuk pembukuan rekening-rekening Pemerintah 
pada bank;  
 Melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi Pemerintahan 
yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi;  
 Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak 
lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang 
diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara 
dan Badan Usaha Milik Daerah;  
 Melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan 
pendapat akuntan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu;  
 Melakukan pengawasan kantor akuntan publik.  
Peraturan tersebut memperlihatkan kewenangan BPKP yang 
sangat luas dalam menjalankan Pengawasan terhadap Keuangan dan 
Pembangunan Negara. Meskipun mempunyai kedudukan sebagai 
LPND namun BPKP tetap mampu untuk melakukan pengawasan 
terhadap badan-badan di luar pemerintahan, Ini menunjukkan bahwa 
dulunya kewenangan BPKP sangat luas. 
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Keppres No. 31 Tahun 1983 tersebut kemudian tidak berlaku 
lagi setelah dikeluarkannya Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen. Kewenangan BPKP 
menjadi sangat terbatas setelah dikeluarkannya Keppres No. 103 
Tahun 2001 tersebut.  Pengawasan BPKP tidak lagi seluas 
sebelumnya karena kewenangan-kewenangan yang sudah ditetapkan 
sebelumnya tidak lagi nampak dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 ini 
(untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di halaman.42-46 skripsi ini). 
Kedudukan BPKP kemudian diperjelas dalam PPSPIP.  PPSPIP 
makin meneguhkan kedudukan BPKP yaitu sebagai Aparat 
pengawasan Intern Pemerintah. Dengan adanya PPSPIP maka 
Pengawasan BPKP lebih diarahkan kepada intern pemerintah. 
Semakin terbatasnya kewenangan BPKP tersebut bukan 
merupakan hal yang tanpa alasan. Hal ini memang sewajarnya 
dilakukan karena telah ada lembaga negara yang secara konstitusional 
ditunjuk untuk menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara 
secara lebih luas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini 
ditegaskan pada Pasal 23E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan 
bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri”. 
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Ini menunjukkan sebenarnya terjadi potensi dualisme dalam hal 
pengawasan keuangan negara. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan 
oleh Jimly Asshiddiqie55 yang menyatakan bahwa: 
BPKP di satu segi merupakan lembaga internal auditor atas 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi terhadap 
instansi pemeriksa yang diperiksa, sekaligus merupakan 
lembagra eksternal auditor. Untuk menghadapi dualisme 
pemeriksaan oleh BPK dan BPKP itulah, Pasal 23E ayat (1) 
menegaskan bahwa, untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Disini tegas 
dikatakan hanya satu badan yang bebas dan mandiri. Oleh 
karena itu, BPKP dengan sendirinya harus dilikuidasi, dan 
digantikan fungsinya oleh BPK yang menurut ketentuan Pasal 
23G ayat (1) “... berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 
perwakilan di setiap provinsi”. 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari UUD NRI 1945 
dapat ditafsirkan bahwa adanya upaya untuk membentuk satu 
lembaga independen yang bertugas pelaksanaan pemeriksaan 
keuangan negara yaitu BPK. Selain itu, BPK juga ingin dikuatkan dan 
diperluas kewenangannya sebagai satu badan yang bebas dan 
mandiri. Menurut M. Djafar Saidi56, bebas diartikan dapat melakukan 
segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk 
pihak eksekutif, legislatif yudikatif, dan bahkan dari dalam BPK sendiri. 
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 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal. 160. 
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 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit., hal. 82. 
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Hal ini pula yang disimpulkan oleh para penggugat dalam 
gugatannya. Penggugat menyimpulkan bahwa sebenarnya BPK yang 
berwenang untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam 
kasus korupsi Indar Atmanto tersebut. BPKP bukanlah lembaga yang 
mempunyai kewenangan dalam mengaudit kerugian negara dalam 
perkara korupsi. 
Permasalahan penunjukan BPKP ini juga menuai beberapa 
kritik dari beberapa pakar dan praktisi. O.C. Kaligis sebagai salah satu 
pakar sekaligus praktisi hukum berpendapat bahwa: 
Tidak dibenarkan jika dalam perkara korupsi, Jaksa Agung 
(Keppres No. 31 Tahun 1983) atau KPK (UU No. 30 Tahun 
2002) dalam koordinasinya mendapat/memperoleh/menerima 
keterangan atau temuan atau opini atau kesimpulan dari 
perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang 
mengalami penyimpangan atau kerugian negara. Sehingga 
berdasarkan hal tersebut badan yang berwenang menentukan 
adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). BPK dibentuk berdasarkan amanat UUD NRI 
1945, Pasal 23E di mana untuk memeriksa dan pengelolaan 
tanggung jawab negara tentang keuangan negara diadakan 
suatu Badan Pemeriksa Keuangan, maka ruang lingkup BPK 
terhadap keuangan negara mencakup sisi-sisi tersebut di atas 
sehingga berwenang, berkompeten, serta berlandaskan hukum 
dalam menentukan kerugian Keuangan Negara. Jika ada 
lembaga lain yang menjalani ketentuan tersebut, sudah 
dipastikan bukan berasal dari amanat Konstitusi UUD NRI 1945, 
maka hal tersebut merupakan adanya dualisme hukum yang 
tumpang tindih dan tidak teratur dan juga menabrak peraturan 
perundang-undangan.57 
Selain itu O.C. Kaligis menambahkan bahwa: 
…Namun pada dasarnya semangat audit investigatif oleh BPKP 
berdasarkan persfektif [sic!] undang-undang diatas bukan 
merupakan  audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk 
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mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tidakan 
pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang 
bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban 
kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya 
melalui delegasi Presiden sebagai sistem Internal Pengendali 
pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan 
peringatan dini sebelum adanya temuan BPK.58 
Kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian negara ini juga 
pernah dikomentari oleh Dian Puji Simatupang. Hal ini disampaikan 
dalam sidang perkara korupsi oleh tersangka Eddie Widiono. Dian Puji 
Simatupang menyatakan sebagai ahli yang memberikan keterangan 
dalam persidangan tersebut bahwa yang memiliki kewenangan 
menghitung dan mengaudit kerugian negara adalah Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Hal ini dipertegas dalam UU No. 15 Tahun 2006 
tentang BPK. Dian mengatakan, BPKP bisa mengaudit asalkan ada 
izin dari presiden dan menteri.59  
Mantan Hakim Agung, Muchsin, yang juga pakar Hukum 
Administrasi Negara UGM dalam sidang kasus dugaan korupsi di 
Universitas Jenderal Soedirman juga mempertanyakan kewenangan 
BPKP tersebut dengan mengatakan bahwa “BPKP bukan auditor, yang 
berwenang hanya BPK. Itu kewenangan BPK yang diatur dalam Pasal 
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 Lihat Ahli: BPKP tak Berwenang Hitung Kerugian Negara, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed6045bc08c9/ahli-bpkp-tak-berwenang-
hitung-kerugian-negara, diakses pada tanggal 1 Juni 2014. 
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23 Undang-Undang Dasar 1945, jadi lembaga konstitusional. Kalau 
BPKP diatur di mana?”.60 
Aswanto sebagai pakar hukum pidana yang diundang sebagai 
Ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan TPA 
Meli Luwu Utara juga turut berkomentar terkait kewenangan BPKP 
tersebut. Aswanto menyatakan: 
Sampai saat ini hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 
berhak melakukan audit kerugian negara. Audit BPKP, 
menurutnya hanya bersifat ke dalam dan dalam bentuk 
rekomendasi yang berkaitan dengan administratif… Perdebatan 
antara BPK dan BPKP yang melakukan audit kerugian negara 
sudah terjadi sejak dulu. BPK sudah bersurat ke Mahkamah 
Agung (MA) tahun lalu. BPK meminta fatwa, namun dalam surat 
balasan Ketua MA61, Hatta Ali menyatakan tidak perlu karena 
berdasarkan UU sudah jelas BPK yang berwenang.62 
Adapun alasan yang dikemukakan oleh Aswanto pada intinya sama 
dengan alasan pakar hukum sebelumnya yaitu “BPKP adalah lembaga 
internal pemerintah. Dengan demikian, tidak berhak melakukan audit 
yang berkaitan dengan proses hukum seperti untuk pengungkapan 
kasus korupsi. Kalaupun ada aturan yang membenarkannya, maka 
dengan sendirinya gugur karena UU hanya menunjuk BPK.”63 
Pendapat berbeda dipaparkan oleh Ruslan Hambali yang 
menyatakan bahwa BPKP wajar saja melakukan audit kerugian negara 
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 Mantan Hakim Agung saksi meringankan kasus korupsi, 
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/02/063518485/Mantan-Hakim-Agung-Saksi-
Meringankan-Kasus-Korupsi, diakses tanggal 1 Juni 2014. 
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 Surat yang dimaksud tersebut adalah Surat Ketua MA No. 
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 Dalam BPKP Tidak Berhak Audit Kerugian Negara, 
http://www.fajar.co.id/metromakassar/3014662_5662.html, diakses tanggal 1 Juni 2014. 
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 Lihat Ibid. 
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dalam perkara korupsi. Hal ini karena audit tersebut didasarkan pada 
permintaan kejaksaan, bukan atas inisiatif sendiri. Menurutnya,  
merupakan hal yang wajar apabila Kejaksaan, yang merupakan 
perwakilan negara dalam melakukan penuntutan, menunjuk BPKP 
sebagai sesama intern pemerintah. Justru apabila kejaksaan meminta 
BPK untuk melakukan pemeriksaan, maka ada kesan bahwa 
Kejaksaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada BPK yang 
merupakan lembaga tinggi negara. selain itu, dari segi keahlian, maka 
auditor BPKP mempunyai keahlian yang sama sebagaimana auditor 
BPK dan auditor swasta.64 
Beberapa pendapat di atas pada intinya menunjukkan bahwa 
sebenarnya BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan 
kerugian keuangan negara setelah adanya UU No. 15 Tahun 2006 
tentang BPK. Kewenangan BPK tersebut merupakan amanat dari UUD 
NRI 1945 yang tercantum dalam pasal 23E. Dalam Pasal 10 ayat (1) 
UU BPK dinyatakan jelas bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan 
jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, 
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sementara BPKP 
tidak mempunyai dasar hukum yang secara tegas mengatur 
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kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara akibat tindak 
pidana korupsi. 
Apabila dikaitkan dengan teori stuffenbau dan asas lex superior 
derogate lege inferior65, jelaslah jika ada pertentangan, BPK lebih 
berwenang untuk menentukan adanya kerugian negara dibanding 
BPKP. BPK merupakan amanat UUD NRI 1945 yang kemudian 
dibentuk melalui undang-undang. Kewenangan BPK didasarkan pada 
UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sedangkan BPKP dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden. Kewenangan BPKP didasarkan 
pada Keprres No. 103 Tahun 2001 dan PP No. 60 Tahun 2008. 
Sehingga apabila terjadi pertentangan antara keduanya maka harus 
dilihat, yang mana yang dasar hukumnya lebih tinggi. Dalam hal ini 
jelas bahwa BPK mempunyai dasar hukum yang lebih tinggi 
kedudukannya daripada BPKP. 
Pada proses persidangan, BPKP mengajukan beberapa dalil 
untuk membantah hal tersebut. BPKP mengajukan dalil untuk 
mendukung kewenangannya dalam melakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara. Salah satu dalil bantahan yang diajukan adalah 
putusan MK No. 31/PUU-X  Mengenai permohonan uji materil Pasal 6 
huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 
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 Achmad ali menjelaskan asas ini: “Dalam hirarki perundang-undangan, maka 
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NRI 1945 yang diajukan oleh Eddie Widiono Suwondho. pada tanggal 
21 Maret 2012. 
Putusan MK ini menolak permohonan pemohon yang juga 
mempermasalahkan kewenangan BPKP dalam melakukan 
perhitungan kerugian keuangan negara. Majelis Hakim menyatakan: 
Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur 
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP 
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen selanjutnya 
disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan 
bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas 
pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang 
berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) 
menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 
yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan 
intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian 
menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan 
negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 
60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat 
pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan 
intern itu termasuk audit investigatif.
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Sebenarnya tidak ada aturan terperinci yang mengatur bahwa 
BPKP mempunyai kewenangan melakukan perhitungan kerugian 
keuangan negara. Tetapi dengan adanya putusan MK tersebut, maka 
dapat dijadikan dasar hukum bagi BPKP dalam melakukan audit 
perhitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 
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Sehingga kewenangan BPKP masih dapat dipertentangkan secara 
hukum. 
Sebenarnya apabila dikaji berdasarkan asas-asas hukum yang 
berlaku, maka BPK jelas lebih berwenang dalam melakukan audit 
investigatif dalam perkara korupsi.  BPK mempunyai dasar hukum 
yang jelas yaitu Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang 
menyatakan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian 
negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, 
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
keuangan negara”. Sementara BPKP tidak memliki dasar hukum yang 
secara jelas memberi wewenang dalam melakukan audit investigatif 
tersebut. 
Sebelum dikeluarkannya Keppres No. 103 Tahun 2001, BPKP 
memang mempunyai kewenangan dalam melakukan audit investigatif 
tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf n Keppres No. 31 
Tahun 1983 yang menyatakan “Melakukan pemeriksaan khusus 
terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan 
kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan 
yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah”. Akan tetapi setelah 
dikeluarkannya Keppres No. 103 Tahun 2001 maka tidak ada lagi 
ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa 
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BPK lebih berwenang karena di Indonesia sebagai sebuah negara 
hukum, segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat 
perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan 
hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum67. 
Kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian keuangan 
negara juga bertentangan dengan Teori Stuffenbau. 
Teori stuffenbau des recht atau the hierarchy of norms yang 
diintrodusir Hans Kelsen di atas dapat dimaknai: 1) peraturan-
perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau 
miliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 2) isi atau materi 
muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak 
boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.68 
BPK merupakan lembaga yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan 
dibentuk serta diatur melalui UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. 
Sementara BPKP dibentuk berdasarkan keppres dan mendapatkan 
kewenangan berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dan PP No. 
60 tahun 2008. Dengan demikian sebenarnya peraturan tentang BPKP 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan terkait BPK. Apabila terjadi 
pertentangan, berdasarkan hirarki perundang-undangan maka 
sebenarnya yang harus didahulukan adalah BPK. Hal ini karena BPK 
diatur melalui peraturan yang lebih tinggi daripada BPKP. 
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 LIhat Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh dalam Dasril Rajab, Hukum 
Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 73. 
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 Lihat Bagir Manan, Teori dan Praktik Konstitusi (Jakarta: Dirjen Dikti 
Depdiknas, 2001), hal 133. 
91 
 
Namun Achmad Ruslan69 yang juga menyimpulkan pernyataan 
Hans Kelsen bahwa “menurut konstruksi tata hukum, penentuan 
terhadap konflik norma tersebut diserahkan kepada lembaga yang 
berwenang Hans Kelsen menyebut organ yang berwenang tersebut 
adalah pengadilan”. Dengan adanya putusan MK tersebut maka 
membuka adanya pertentangan dalam menyikapi kewenangan BPKP 
dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam 
perkara korupsi tersebut. Sampai sekarang pertentangan memang 
masih terjadi baik di kalangan praktisi maupun di kalangan pakar 
hukum. 
Meskipun demikian, dari pemaparan panjang di atas telah dapat 
disimpulkan bahwa jika diuji berdasarkan asas dan norma hukum 
maka BPKP tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan 
perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. BPKP 
tidak mempunyai dasar hukum yang tegas untuk melakukan 
perhitungan kerugan keuangan negara. Kewenangan perhitungan 
kerugian keuangan negara jelas ada pada BPK berdasarkan Pasal 10 
ayat (1) UU BPK yang jelas menyatakan bahwa “BPK menilai dan/atau 
menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain 
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. 
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 Acmad Ruslan, Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011) hal. 48. 
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Sayangnya dalam perkara PTUN ini hakim tidak menyimpulkan 
terhadap hal tersebut. Padahal hal ini sangat penting sebagai 
preseden dalam penegakan hukum keuangan negara di Indonesia. 
Namun majelis hakim dalam perkara ini telah benar memberikan 
pertimbangan bahwa BPKP tidak mempunyai kewenangan dalam 
mengaudit badan swasta. 
Jika dikaji kembali dasar hukum kewenangan BPKP maka tidak 
dapat ditemukan adanya kewenangan untuk mengaudit badan swasta. 
Memang dahulu badan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 
negara termasuk dalam ruang lingkup pengawasan BPKP. Hal ini 
sesuai Pasal 3 huruf j Keppres No. 31 Tahun 1983 yang berbunyi, 
“Melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah dan badan-badan usaha lainnya yang 
seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah”. Namun, setelah Keppres tersebut tidak berlaku 
lagi, maka tidak ada lagi aturan yang memberi kewenangan BPKP 
dalam mengaudit badan tersebut. Berbeda dengan BPK yang 
mempunyai kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 
BPK. 
Pernyataan ini juga didukung oleh banyak pakar hukum 
Administrasi negara di Indonesia. Dalam persidangan, Ahli yang 
didatangkan oleh BPKP yaitu Anna Erliyana pun menyatakan “Bahwa 
benar BPKP ini untuk melakukan audit atau pemeriksaan internal 
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pemerintah. Bahwa yang dimaksud internal itu kalangan pemerintah 
saja, BPKP internal pemerintah BPK eksternal pemerintah”.70 Philpus 
M. Hadjon juga dalam kesaksiannya menyatakan “Bahwa apabila ada 
suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan 
di internal pemerintah tapi kemudian lembaga itu melakukan 
pemeriksaan atau audit di lembaga swasta, maka dia tidak 
berwenang”71  
Selain di dalam persidangan, terdapat pula pendapat pakar 
hukum lain. Muhammad Djafar Saidi sebagai Ahli dalam Persidangan 
perkara dugaan korupsi dengan tersangka Atto Sakmiwata 
Sampetoding menjelaskan “BPKP hanya bisa mengaudit keuangan 
pada lembaga pemerintah baik itu pusat maupun daerah, tetapi tidak 
bisa mengaudit keuangan pada lembaga atau perusahaan swasta” 72. 
Dengan demikian, jelas bahwa memang BPKP tidak berwenang 
mengaudit badan swasta. 
Hal terakhir yang juga harus dijawab adalah kewenangan BPKP 
dalam melakukan pemeriksaan Penerimaan Negara bukan Pajak 
(PNBP). Perkara korupsi Indar Atmanto yang kemudian diusut oleh 
BPKP merupakan perkara korupsi di bidang PNBP. Oleh karenanya 
harus dilihat pula UU terkait PNBP. PNBP diatur dalam UU No. 3 
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 Vide Putusan hal. 282. 
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 Dalam Sidang Korupsi Nikel, Ahli Hukum Keuangan Negara Mentahkan 
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Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Hal ini 
juga dijadikan sebagai dasar pembelaan dalam eksepsi BPKP pada 
perkara ini. 
Pasal 14 UU PNBP mengatur bahwa terhadap wajib bayar 
untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas permintaan Instansi 
Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang 
berwenang. Pada penjelasan pasal 14 UU PNBP dijelaskan bahwa 
“yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap 
dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam UU ini BPKP 
diberi kewenangan dalam melakukan pemeriksaan ketika diminta oleh 
instansi yang berwenang. Namun perlu dikaji kembali apakah 
kewenangan semacam ini mempunyai dasar hukum yang kuat 
sehingga dapat dilakukan oleh BPKP. 
Muh. Djafar Saidi memberikan komentar terkait pemeriksaan 
PNBP ini. Muh. Djafar Saidi menyatakan: 
Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan jika 
ada dugaan penyalahguaan penerimaan negara bukan pajak 
yang dilakukan oleh wajib bayar adalah Badan Pemeriksa[sic!]73 
Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa 
Keuangan. Sekalipun terdapat dua instansi yang diperkenankan 
melakukan pemeriksaan, tetapi Badan Pemeriksa[sic!] 
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 Nama sebenarnya Instansi yang dimaksud di atas adalah Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 
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Keuangan dan Pembangunan memperoleh prioritas terhadap 
penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak. Sebenarnya 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa[sic] 
Keuangan dan pembangunan tersebut merupakan bentuk dari 
pelaksanaan pengawasan intern. 
Walaupun Badan Pemeriksa[sic!] Keuangan dan 
Pembangunan memperoleh prioritas melakukan pemeriksaan, 
tetapi tetap terbuka peluang bagi Badan Pemeriksa Keuangan 
untuk melakukan pemeriksaan pula. Bahkan Badan Pemeriksa 
Keuangan merupakan satu-satunya Instatnsi yang berwenang 
melakukan pemeriksaan mengenai keuangan negara, termasuk 
penerimaan negara bukan Pajak. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan[sic!] Republik Indonesia Tahun 
1945 dan ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15/2006).74 
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa wewenang 
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP adalah terkait dengan 
pelaksanaan pengawasan Intern. Kewenangan BPKP yang 
diterangkan dalam PP SPIP tidak sampai kepada pemeriksaan yang 
bersifat investigatif, karena sama sekali tidak ditemukan kewenangan 
BPKP dalam mengaudit investigatif. Sehingga sebenarnya BPKP tetap 
tidak berwenang dalam melakukan audit investigatif  dalam perkara 
korupsi yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
Ketika UU PNBP ini dibuat BPKP memang masih mempunyai 
kewenangan yang luas dalam melakukan pemeriksaan keuangan 
negara. Hal ini karena dasar hukum BPKP yang berlaku pada saat itu 
adalah Keppres No. 31 Tahun 1983. Namun sejak dikeluarkannya 
Keppres No. 103 Tahun 2001 dan UU BPK, maka konstruksi hukum 
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 Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, Hukum Penerimaan Negara 
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terkait pemeriksaan keuangan negara mulai berubah. BPK diberi 
kewenangan yang lebih luas sebagai satu-satunya lembaga yang 
berwenang melakukan pemeriksaan mengenai keuangan negara. 
Sementara BPKP difokuskan sebagai instrumen Pengendalian intern 
pemerintah. Dengan demikian seharusnya pemeriksaan terkait PNBP 
juga harus mengikuti konstruksi hukum tersebut. 
Berdasarkan uraian panjang diatas kemudian dapat diketahui 
bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan tidak 
berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara 
korupsi PT. Indosat dalam perkara Korupsi Indar Atmanto ini. BPKP 
merupakan lembaga pengendalian intern pemerintah yang tidak 
memiliki dasar hukum kewenangan melakukan audit investigatif dalam 
perkara korupsi. Selain itu, BPKP juga sama sekali tidak berwenang 
melakukan pemeriksaan terhadap badan Swasta. Lembaga yang 
seharusnya berwenang melakukan audit tersebut adalah Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 
 
B. Akibat Hukum Putusan PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT 
terhadap Penggunaan Audit BPKP sebagai Alat Bukti. 
Hakim memutuskan dalam perkara ini bahwa gugatan dari para 
penggugat dinyatakan dikabulkan. Hakim memutus menyatakan 
bahwa Surat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi No. SR-
1024/D6/01/2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka 
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Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus dugaan Tindak 
Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 
GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat dan PT. IM2 beserta 
lampirannya yaitu LHPKKN tanggal 31 Oktober 2012 adalah Tidak 
Sah. Konsekuensi dari hal tersebut bahwa Tergugat harus melakukan 
pencabutan terhadap obyek gugatan tersebut. Dengan adanya 
putusan PTUN, obyek gugatan tidak lagi memiliki kekuatan hukum 
karena telah dianggap tidak sah. 
Obyek gugatan harus dicabut oleh BPKP karena putusan 
majelis hakim menyatakan obyek gugatan tidak sah. Putusan PTUN 
yang menyatakan “tidak sah” tidak langsung membuat obyek gugatan 
tidak berlaku. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, setiap tindak hukum 
administrasi, walaupun mengandung kekurangan adalah tetap sah, 
dan kesalahannya tersebut tidak boleh diganggu gugat atau 
disangsikan oleh sebab berhubungan dengan asas kepastian hukum 
(rechtszekerheid) dan ketegakan wibawa pemerintah (handhaving van 
het wetting gezag)75. Asas ini dikenal dengan istilah praduga  
rechmatig (praesumptio iustae causa) yaitu setiap tindakan pemerintah 
selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan76. Sehingga 
apabila dinyatakan tidak sah maka perlu pembebanan berupa 
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 Prajudo Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1994), hal. 136. 
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 Lihat Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata 
Usaha Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 24. 
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pencabutan, karena jika tidak dicabut maka dianggap masih ada dan 
berlaku. Berbeda halnya dengan putusan yang menyatakan batal. 
Putusan yang menyatakan batal77 tidak memerlukan 
pembebanan pencabutan dari badan/pejabat yang mengeluarkan 
keputusan TUN tersebut. Hal ini dikarenakan pada putusan batal, 
pembatalan keputusan TUN tersebut berlaku surut mulai saat tanggal 
dibuatnya keputusan yang dibatalkan sehingga keadaan akibat KTUN 
dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu dalam hal 
putusan batal tidak diperlukan suatu pembebanan berupa pencabutan 
oleh Badan/Pejabat TUN. Putusan batal, dapat dimintakan rehabilitasi 
dan/atau ganti rugi karena akibat hukum dari KTUN dianggap tidak 
pernah ada. 
Dengan putusan ini, maka Surat Deputi Kepala BPKP bidang 
Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 beserta lampirannya tidak lagi 
mempunyai kekuatan hukum. Tetapi harus dilakukan eksekusi yaitu 
berupa kewajiban tergugat melakukan pencabutan terhadap Surat 
Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 
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beserta lampirannya. Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tak dapat 
diubah lagi melalui upaya hukum78. Dalam perkara ini, BPKP kemudian 
tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu yang ditentukan 
sehingga putusan PTUN ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Setelah dilakukan pencabutan oleh BPKP, Surat Deputi Kepala 
BPKP bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 beserta 
lampirannya LHPKKN tanggal tanggal 31 Oktober 2012 dianggap tidak 
ada lagi. Konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah Audit BPKP 
yang pada saat itu digunakan sebagai alat bukti di dalam perkara 
tindak pidana korupsi Indar Atmanto, tidak dapat lagi digunakan. 
Kejaksaan yang pada awalnya menggunakan audit BPKP sebagai alat 
bukti untuk mendakwa Indar Atmanto, tidak dapat lagi 
menggunakannya di dalam tuntutan.  
Putusan ini tentu saja memiliki konsekuensi terhadap sidang 
kasus korupsi Indar Atmanto. Ketika putusan PTUN telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, kejaksaan ketika itu tidak lagi menggunakan 
Audit BPKP terhadap PT. Indosat sebagai alat bukti pendukung 
dakwaannya. Sehingga tidak ada lagi alat bukti yang memperkuat 
jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi 
Indar Atmanto  tersebut. Akan tetapi, hal lain terjadi dalam 
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persidangan, yaitu angka hasil audit BPKP tetap digunakan dalam 
melakukan dakwaan terhadap Indar Atmanto. 
Laporan audit investigasi berlaku merupakan alat bukti tertulis 
sebagaimana kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana. 
Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan 
sebagai pembuktian.79 
Kedudukan laporan audit investigasi belum populer di dunia 
peradilan sebagai alat bukti, berbeda dengan visum et repertum 
oleh ahli kedokteran forensik yang membuktikan penyebab 
kematian korban. Namun berdasarkan alasan yang sama 
dengan visum et repertum, maka sewajarnya kedudukan 
laporan hasil audit investgiasi mempunyai kedudukan yang 
sama dengan visum et repertum dalam hal pembuktian.80 
Kejaksaan pada awalnya sengaja menunjuk BPKP sebagai 
auditor untuk mendapatkan alat bukti terkait timbulnya kerugian negara 
akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Indar Atmanto. Hal ini 
untuk menguatkan dugaan kejaksaan bahwa telah terjadi kerugian 
keuangan negara dalam praktik perjanjian kerjasama jaringan 
frekuensi Radio 3G antara PT. Indosat dan PT. IM2. Kejaksaan 
awalnya menduga bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat 
kerja sama penggunaan  Jaringan Frekuensi Radio 3G tersebut 
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mencapai angka 3 (tiga) triliun81. Akan tetapi setelah diaudit oleh 
BPKP, berdasarkan permintaan kejaksaan, didapati bahwa kerugian 
negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut adalah Rp 
1.358.343.346.674,-  (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar 
tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam 
ratus tujuh puluh empat rupiah). 
Setelah audit BPKP dinyatakan tidak sah, maka tidak ada lagi 
dasar bagi kejaksaan untuk mendapatkan angka tersebut. Ketika 
kejaksaan menggunakan angka tersebut, maka angka tersebut 
merupakan angka yang menjadi dugaan kejaksaan berdasarkan audit 
BPKP yang pada awalnya sah, namun kemudian dinyatakan tidak sah. 
Sebenarnya hal yang harus dijawab terkait hal ini adalah apakah hasil 
perhitungan audit BPKP yang dinyatakan tidak sah oleh PTUN tetap 
dapat digunakan dan diyakini sebagai fakta yang benar. 
Ketika diajukan di pengadilan, obyek gugatan merupakan alat 
bukti yang sah secara hukum. Bahkan setelah dinyatakan tidak sah, 
maka status audit BPKP pada waktu pertama kali diajukan masih tetap 
sah. Ketika dinyatakan tidak sah, maka hanya pada saat itu dan 
setelahnya obyek gugatan dinyatakan tidak sah. Status hukum audit 
BPKP sebelum diputus tidak sah oleh PTUN adalah sah mengingat 
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akibat hukum KTUN tidak ditiadakan sejak awal. Berbeda halnya 
apabila KTUN diputus Batal oleh PTUN. 
Apabila audit BPKP dinyatakan batal, maka akibat hukum 
terhadap dikeluarkannya Audit tersebut pun harus ditiadakan. Bila 
dinyatakan batal, maka bagi hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan 
tidak ada. Jadi bagi hukum, akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah 
ada.82 Sehingga hasil audit dianggap tidak pernah ada. Namun dengan 
putusan PTUN yang menyatakan tidak sah maka hasil audit pernah 
berlaku secara sah dan keberlakuannya baru dinyatakan tidak sah 
setelah diputus oleh PTUN. Sehingga dalam menyikapi masalah 
tersebut perlu dilihat bagaimana keberlakuan hasil audit  secara lebih 
luas. 
Menurut Syamsul Bachri83, secara teoritis jika telah dinyatakan 
tidak sah maka hasil perhitungan berdasarkan audit tersebut tidak 
dapat lagi digunakan sebagai fakta yang sah. Menurut Syamsul Bachri 
bahwa dalam kasus ini, kesalahan mendasar adalah ditunjuknya BPKP 
oleh kejaksaan. Seharusnya kejaksaan menunjuk BPK sebagai auditor 
dalam perkara ini. 
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Anna Erliyana agak berbeda menyikapi hasil audit ini. Anna84 
menjelaskan bahwa keputusan Auditor bersifat independen. Apapun 
hasil yang telah ditentukan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, 
meskipun atasannya sendiri. Artinya Anna menganggap bahwa 
sekalipun tidak sah, tetapi hasil audit tidak dapat diganggu gugat. 
Penulis sendiri menganggap bahwa dinyatakan tidak sahnya 
audit BPKP belum tentu menghapuskan fakta empiris yang tertuang di 
dalamnya, termasuk dalam hal ini hasil perhitungan kerugian 
keuangan negara. Penulis memberi contoh misalnya terdapat suatu 
KTUN berupa surat keterangan bebas narkoba terhadap si A oleh 
sebuah instansi pemerintah. Kemudian surat tersebut dinyatakan tidak 
sah karena tidak dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang. 
Meskipun dinyatakan tidak sah, bukan berarti si A kemudian dapat 
dinyatakan tidak bebas narkoba. Oleh karenanya penulis menganggap 
bahwa tidak sahnya audit BPKP belum tentu menghapuskan fakta 
empiris yang terdapat di dalamnya.  
Alasan-alasan PTUN juga perlu dilihat dalam menyikapi 
keberlakukan hasil audit itu. Kasman Abdullah85 melihat hal ini dengan 
mengatakan bahwa harus kita lihat apakah alasan PTUN membatalkan 
KTUN itu karena pertimbangan hasil audit yang bermasalah. Di dalam 
perkara ini memang tidak terdapat pertimbangan hakim yang 
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mempermasalahkan materi maupun prosedur audit. Pertimbangan 
hakim hanya sampai pada kewenangan BPKP secara hukum. 
Sehingga hasil audit BPKP tidak dipermasalahkan oleh hakim dalam 
perkara ini. 
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tetap diberlakukannya 
hasil perhitungan sebagai fakta empiris masih dapat dimungkinkan 
dalam hukum. Terlebih jika mengikuti pendapat Anna Erliyana yang 
menganggap hasil audit BPKP bersifat independen dan tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun. Namun demikian untuk menghindari 
perdebatan hukum terhadap keberlakuannya tersebut, seharusnya 
dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan jalur hukum, misalnya 
dengan melibatkan BPK atau menggunakan BPK dan/atau BPKP 
sebagai ahli di muka pengadilan. 
BPK yang memiliki kewenangan dalam hal ini dapat melakukan 
legitimasi terhadap audit BPKP apabila audit tersebut memang benar. 
BPKP memang bukan lembaga yang berwenang, akan tetapi BPKP 
memiliki kompetensi di bidang tersebut termasuk dalam hal 
memberikan opini hukum. Hal ini sempat juga dikemukakan oleh 
mantan ketua BPK Hadi Poernomo yang menyatakan “secara 
kelembagaan BPKP saat ini tidak diperbolehkan lagi memberikan 
opini, walaupun secara personal orang-orangnya mempunyai 
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kompetensi melakukan itu”86. Sehingga BPK apabila berkeyakinan 
tentang hasil audit tersebut dapat melegitimasi hasil audit tersebut agar 
dapat menjadi alat bukti yang sah. Selain itu BPK dan BPKP dapat 
dilibatkan sebagai ahli untuk dimintai keterangan di depan pengadilan. 
Hal ini karena salah satu kedudukan auditor dalam perkara pengadilan 
adalah sebagai ahli.87 Meskipun demikan, semua dikembalikan lagi 
kepada hakim yang menangani kasus korupsi tersebut. 
Hakim dalam perkara pidana dapat berkeyakinan bahwa 
memang terjadi tindak pidana korupsi atau berkeyakinan benar 
terhadap hasil audit. Hal ini mengingat bahwa dalam hukum acara 
pidana dianut asas pembuktian yang berdasar undang-undang secara 
negatif (negatief wettelijk).88 Hakim mempunyai kebebasan dalam 
menilai isi semua alat bukti yang diajukan di dalam sidang 
pengadilan.89 Hakim yang berhak menentukan memenuhi atau 
tidaknya unsur delik pidana korupsi yang disangkakan terhadap orang 
termasuk terpenuhinya unsur “dapat merugikan keuangan negara dan 
perekonomian negara”. Artinya, keberlakuan dari jumlah hasil 
perhitungan kerugian negara juga dikembalikan kepada keyakinan 
hakim. Syamsul Bachri juga mengamini hal ini yaitu mengenai berlaku 
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atau tidaknya angka hasil audit dalam proses sidang korupsi itu 
dikembalikan kepada hakim untuk menilai hal tersebut. 
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
dengan adanya Putusan PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT, maka 
Audit BPKP terhadap PT. Indosat tidak sah dan tidak berlaku lagi. 
Hasil Audit BPKP tidak dapat lagi digunakan oleh kejaksaan sebagai 
alat bukti dalam perkara korupsi terkait. Adapun terkait tetap 
digunakannya angka hasil audit dalam dakwaan jaksa, adalah 

















1. BPKP tidak berwenang secara hukum untuk melakukan audit 
investigatif terhadap PT. Indosat. Sejak dikeluarkannya Keppres 
No. 103 Tahun 2001 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah non Departemen dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, kewenangan BPKP tidak 
seluas dahulu dan hanya dibatasi kepada Pengendalian Intern 
Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut BPKP tidak 
mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan perhitungan 
kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum. 
Selain itu, BPKP sebagai instrumen sistem pengendalian intern 
pemerintah, tidak punya wewenang dalam mengaudit badan di luar 
pemerintahan dalam hal ini PT. Indosat. Lembaga yang seharusnya 
berwenang melakukan audit investigatif kepada PT. Indosat adalah 
BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. 
2. Putusan PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT berakibat pada tidak 
lagi diperbolehkannya penggunaan audit BPKP sebagai alat bukti 
pada pengadilan Tipikor. Putusan PTUN tersebut mengakibatkan 
audit BPKP tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai akta 
otentik. Sehingga setelah dilakukan pencabutan oleh BPKP dalam 
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rangka pelaksanaan putusan, maka audit BPKP dianggap tidak ada 
lagi dan tidak lagi digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.  
B. Saran 
1. Mahkamah Agung dan/atau Kejaksaan Agung harus membuat 
imbauan kepada seluruh pihak terkait untuk menunjuk BPK sebagai 
lembaga auditor dalam rangka pemeriksaan kerugian keuangan 
negara akibat perbuatan melawan hukum. Hal ini untuk 
mewujudkan kepastian hukum di bidang keuangan negara dan 
pemberantasan tidak pidana korupsi 
2. Jalur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas keuangan 
negara harus diperjelas agar tidak ada tumpang tindih kewenangan 
satu dengan yang lainnya. 
3. Perlu juga dipertimbangkan untuk mengevaluasi keberadaan BPKP 
dalam sistem pengawasan keuangan negara. Agar terjadi efisiensi 
pemerintahan maka ada baiknya apabila keberadaan BPKP 
dihapuskan saja mengingat telah ada BPK sebagai Lembaga 
auditor Independen Negara atau setidak-tidaknya dilebur ke dalam 
BPK.  
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